IMPLIKASI SISTEM PUBLIKASI NEGATIF DENGAN UNSUR POSITIF 

TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKATHAK ATAS 

TANAH (Studi Kasus Kekuatan Pembuktian SertifikatHM. 4811 dan HM. 

4538, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414 serta HM. 5043, 

HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816dan HM. 4543 

serta HM. 4504 di Kelurahan Kadipiro Surakarta ) by Kristiyani, Lina
 i 
IMPLIKASI SISTEM PUBLIKASI NEGATIF DENGAN UNSUR POSITIF 
TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK ATAS 
TANAH  (Studi Kasus Kekuatan Pembuktian Sertifikat HM. 4811 dan HM. 
4538, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414 serta HM. 5043, 
HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan HM. 4543 
serta HM. 4504 di Kelurahan Kadipiro Surakarta ) 
 
 
 
Penulisan Hukum 
(Skripsi) 
 
Disusun dan Diajukan untuk 
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 
 
Oleh 
Lina Kristiyani 
NIM. E0006021 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 
2010 
 ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Penulisan Hukum (Skripsi) 
 
IMPLIKASI SISTEM PUBLIKASI NEGATIF DENGAN UNSUR POSITIF 
TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH  
(Studi Kasus Kekuatan Pembuktian Sertifikat HM. 4811 dan HM. 4538, HM. 
4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414 serta HM. 5043, HM. 4814 dan 
HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan HM. 4543 serta HM. 4504 di 
Kelurahan Kadipiro Surakarta ) 
 
Oleh 
Lina Kristiyani 
NIM. E0006021 
 
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum 
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
 
 
 
Surakarta, 20 Januari 2010 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
 
Lego Karjoko, S.H., M.H. 
NIP. 196305191988031001 
 
 
 iii 
PENGESAN PENGUJI 
 
Penulisan Hukum (Skripsi) 
IMPLIKASI SISTEM PUBLIKASI NEGATIF DENGAN UNSUR POSITIF 
TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH  
(Studi Kasus Kekuatan Pembuktian Sertifikat HM. 4811 dan HM. 4538, HM. 
4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414  serta HM. 5043,,HM. 4814 dan 
HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan HM. 4543 serta HM. 4504 di 
Kelurahan Kadipiro Surakarta ) 
Oleh 
Lina Kristiyani 
NIM. E0006021 
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Pada: 
Hari  : ................................. 
Tanggal : ................................. 
DEWAN PENGUJI 
1 Pius Triwahyudi, S.H., M.Si : ...............................................                        
  Ketua 
2  Purwono Sungkowo R., S.H.    : ............................................... 
     Sekretaris 
3  Lego Karjoko, S.H., M.H.  : ................................................
         Anggota 
Mengetahui 
Dekan, 
 
 
Moh. Jamin, S.H., M.Hum 
NIP. 19610930 198601 1 001 
 iv 
PERNYATAAN 
 
Nama : Lina Kristiyani 
NIM : E0006021 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:  
IMPLIKASI SISTEM PUBLIKASI NEGATIF DENGAN UNSUR POSITIF 
TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK ATAS 
TANAH  (Studi Kasus Kekuatan Pembuktian Sertifikat HM. 4811 dan HM. 
4538, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414 serta HM. 5043, 
HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan HM. 4543 
serta HM. 4504 di Kelurahan Kadipiro Surakarta ) adalah betul-betul karya 
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi 
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari 
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi 
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya 
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini. 
 
 
Surakarta,    Januari 2010 
Yang membuat pernyataan 
 
 
Lina Kristiyani 
NIM. E0006021 
 
 
 
 
 
 
 v 
KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
karena berkat rahmat dan karuniaNya semata sehingga penulisan hukum (skripsi) 
dengan judul “IMPLIKASI SISTEM PUBLIKASI NEGATIF DENGAN UNSUR 
POSITIF TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK 
ATAS TANAH  (Studi Kasus Kekuatan Pembuktian Sertifikat HM. 4811 dan 
HM. 4538, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dengan HM. 4414 serta HM. 
5043, HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan HM. 
4543 serta HM. 4504 di Kelurahan Kadipiro Surakarta )” dapat penulis selesaikan. 
Penulisan hukum ini membahas tentang apakah Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta sudah menerapkan asas aman dalam penerbitan sertifikat HM. 4811 dan 
HM. 4538, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414 serta HM. 5043, 
HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan HM. 4543 
serta HM. 4504 atas tanah di Kelurahan Kadipiro Surakarta dan bagaimana 
pengaruh sistem publikasi negatif dengan unsur positif dalam pendaftaran tanah 
terhadap kepastian hukum sertifikat HM. 4811 dan HM. 4538, HM. 4812 dan 
HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414 serta HM. 5043, HM. 4814 dan HM. 4337, 
HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan HM. 4543 serta HM. 4504 atas tanah di 
Kelurahan Kadipiro Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena 
itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan 
guna memperbaiki dan memperkaya ilmu yang penulis miliki. 
Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis telah mendapat 
bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak, yang dengan tulus telah membantu 
penulisan yang dimulai dari pengarahan skripsi hingga terwujudnya skripsi. Maka 
dengan segala kerendahan hati dan pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan 
kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 
 vi 
2. Ibu Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rakhmi H, S.H., M.M., selaku Ketua Bagian 
Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
3. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan hukum ini 
yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan 
bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini. 
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu 
hukum khususnya kepada penulis, sehingga dapat dijadikan bekal dalam 
penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan 
penulis. 
5. Keluargaku tercinta,  terima kasih atas doa, semangat, pengorbanan dan 
semua hal terbaik yang senantiasa diberikan kepada penulis. 
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum ini 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
 Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi 
kita semua, terutama bagi penulis, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat 
umum. 
 
Surakarta,     20   Januari 2010 
 
 
Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vii 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL...........................................................................................     i 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................     ii 
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI............................................................   iii 
HALAMAN PERNYATAAN.............................................................................   iv 
ABSTRAK...........................................................................................................    v 
KATA PENGANTAR.........................................................................................   vi 
DAFTAR ISI........................................................................................................ vii 
DAFTAR TABEL................................................................................................    x 
DAFTAR GAMBAR...........................................................................................   xi 
DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................  xii 
BAB I. PENDAHULUAN...................................................................................    1 
A. LATAR BELAKANG 
MASALAH..............................................................................................   1 
B. RUMUSAN MASALAH.........................................................................   5 
C. TUJUAN PENELITIAN..........................................................................   6 
D. MANFAAT PENELITIAN......................................................................   7 
E. METODE PENELITIAN.........................................................................   7 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA........................................................................  15 
A. KERANGKA TEORITIS........................................................................  15 
1. Dasar Hukum dan Pengertian Pendaftaran Tanah.............................  15 
2. Tujuan Pendaftaran Tanah.................................................................  19 
3. Obyek Pendaftaran Tanah.................................................................. 20 
4. Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah.............................  20 
5. Asas- asas Pendaftaran Tanah............................................................ 21 
6. Beberapa Sistem Pendaftaran Tanah.................................................  22 
7. Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian 
Sertifikat Hak Atas Tanah.................................................................  24 
8. Kegiatan Pendaftaran Tanah..............................................................  28 
 viii 
B. KERANGKA PEMIKIRAN.................................................................... 39 
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...................................  41 
A. Permasalahan Overlapping Tanah Clolo.................................................  41 
B. Penerapan Azas Aman Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik di 
Kelurahan Kadipiro..................................................................................  48 
1. Penerbitan Sertifikat HM. 4811, HM. 4812, HM. 4813, HM. 4814,   
HM. 4815, dan HM. 4816 di Kelurahan Kadipiro Surakarta.............  48 
2. Penerbitan sertifikat HM. 4538, HM. 4547, HM. 4337, HM. HM. 
4403, HM. 4543, dan HM.4504 di Kelurahan Kadipiro Surakarta....  55 
C. Implikasi Yuridis Sistem Publikasi Negatif Dengan Unsur Positif 
Terhadap Kepastian Hukum Sertifikat HM. 4811 dan HM. 4538, HM. 
4812 dan HM. 4547, HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, 
HM. 4816 dan HM. 4543 serta HM. 4504 di Kelurahan Kadipiro 
Surakarta..................................................................................................  66 
BAB IV. PENUTUP............................................................................................ 70 
A. Simpulan..................................................................................................  70 
B. Saran........................................................................................................  71 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
 
 
 
DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
Gambar 2 Skema Permasalahan Overlapping Tanah Clolo Kelurahan 
Kadipiro 
Gambar 3 Peta Overlapping Tanah di Kelurahan Kadipiro 
Gambar 4.       Peta Hasil Pengukuran Ulang Tanah Overlapp di Kelurahan  
                        Kadipiro Surakarta 
 
 ix
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 1 Nomor Identifikasi Bidang Hasil Pengukuran Ulang Tanah 
di Kelurahan Kadipiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang masalah 
 
Bumi, air dan ruang angkasa demikian pula segala kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan 
Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu, 
sudah semestinyalah pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa 
beserta segala apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk 
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Secara 
konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat (3) telah 
memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat kita 
ketahui bahwa kemakmuran masyarakat adalah tujuan utama dalam 
pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Disebutkan pula bahwa 
bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di 
dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat. 
Negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu organisasi 
kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia, yang dibentuk guna mengatur 
dan mengurus serta menyelesaikan segala kepentingan-kepentingan dari 
seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar hal inilah di mana kemudian seluruh 
rakyat Indonesia kembali melimpahkan wewenang yang dimilikinya 
berkenaan dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut di atas kepada 
Negara selaku badan penguasa untuk berwenang sepenuhnya menguasai, 
mengatur dan mengurus serta menyelesaikan segala persoalan berkenaan 
dengan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa. Sebagai 
implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pada tanggal 24 
September 1960 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 
 xi
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih 
dikenal dengan UUPA yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 104 
Tahun 1960. 
Untuk mewujudkan salah satu tujuan dalam UUPA adalah 
meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum 
mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, maka 
diadakan pendaftaran tanah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 
1 UUPA, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. “The 
purpose title registration is to increase the security of land ownership by 
enlisting the power of the state to enforce ownership rights” (Thomas J. 
Miceli, C. F. Sirmans dan Joseph Kieyah , 2001: 1). 
Pasal 19 UUPA merupakan instruksi kepada pemerintah agar diseluruh 
wilayah Republik Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat 
recht kadaster artinya yang bersifat menjamin kepastian hukum. Adapun 
Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA 
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang mulai 
diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 di dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997 yang mengatur mengenai 
Pendaftaran Tanah.  
Berkenaan dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah diharapkan dapat mencegah konflik-konflik di bidang 
pertanahan yang sering terjadi pada masa sekarang. Menurut Pasal 3 PP 
Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah bertujuan. 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah dan satuan rumah susun dan 
hal-hal lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan 
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 
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memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun 
yang sudah terdaftar. 
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
Penyelenggaraan pendaftaran tanah juga tergantung pada sistem 
publisitas yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah 
dinegara yang bersangkutan. Sistem publisitas yaitu sistem pengumuman 
dari daftar-daftar. Sehubungan dengan tujuan pendaftaran tanah yakni 
untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu 
bidang tanah, ada dua sistem publikasi yaitu: 
1. Daftar Umum yang diadakan dalam penyelenggaraan pendaftaran 
tanah yang mempunyai kekuatan bukti disebut sebagai sistem 
publisitas yang mempunyai kekuatan hukum yang positif (sistem 
positif). 
2. Daftar Umum yang diadakan dalam penyelenggaraan pendaftaran 
tanah yang tidak mempunyai kekuatan bukti disebut sebagai sistem 
publisitas yang mempunyai kekuatan hukum negatif (sistem negatif). 
Sistem pendaftaran tanah pada suatu negara tergantung pada asas 
yang dianut di negara tersebut. Dalam peralihan hak atas tanah dikenal dua 
macam asas hukum, yaitu asas nemo plus yuris, bertujuan melindungi 
pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan orang lain mengalihkan 
haknya tanpa sepengetahuannya, sedang asas itikad baik memperoleh 
suatu hak dari orang yang disangkanya sebagai pemegang hak yang sah. 
Asas nemo plus yuris identik dengan daftar umum yang mempunyai 
kekuatan hukum yang negatif yang disebut sistem negatif, sedang asas 
itikad baik identik dengan daftar umum dengan kekuatan hukum yang 
positif yang disebut sistem positif (Adrian Sutedi, 2007: 117). 
 Hukum tanah nasional menganut sistem publikasi negatif, tetapi 
bukan negatif murni, melainkan apa yang disebut sistem negatif yang 
mengandung unsur positif, hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 19 
ayat (2) huruf c, yang menyatakan bahwa pendaftaran meliputi “pemberian 
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surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 
kuat”. Dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA juga dinyatakan bahwa 
“pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat”. Pernyataan yang 
demikian tidak akan terdapat dalam peraturan pendaftaran tanah dengan 
sistem publikasi negatif yang murni (Adrian Sutedi, 2007: 121) 
Pada kenyataannya, pendaftaran tanah yang diselenggarakan di 
Indonesia masih menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. 
Permasalahan tersebut seringkali terlihat dalam hal data yuridis yang 
dimiliki oleh seseorang kurang kuat untuk membuktikan haknya, hal 
tersebut menyulitkan untuk memperoleh data awal mengenai status tanah 
tersebut yang sangat penting dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Asal-
usul pemilikan tanah secara individual jika hanya mengandalkan kepada 
ingatan atau keterangan saksi pasti tidak teliti karena ingatan bisa saja 
kabur dan saksi-saksi hidup suatu waktu akan meninggal dunia. Seperti di 
Indonesia, tanah sudah ada sejak dahulu, dalam artian hubungan manusia 
terhadap kepemilikan tanah tersebut. Namun karena tidak tertulis dan tidak 
terdaftar, hanya secara lisan diketahui tanahnya itu milik siapa dan batas-
batasnya atau setidaknya satu bidang tanah tersebut diketahui adalah milik 
seseorang ataupun warisan seseorang pada ahli warisnya. Hal demikian 
menimbulkan masalah dalam pendaftaran tanah tersebut karena tidak 
akurat atau tidak jelasnya hak-hak seseorang itu dan pendaftaran tersebut 
karena ada bukti-bukti yang diberikan oleh seseorang.  
Dalam praktek sekarang ini tidak jarang terjadi telah terbit dua kali 
atau lebih sertifikat atas sebidang tanah yang sama. Dua atau lebih 
sertifikat atas sebidang tanah yang sama akan menimbulkan tumpang 
tindih (overlapping) sertifikat dan membawa ketidakpastian hukum 
pemegang hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam 
pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. 
 Di Kota Surakarta, titik konflik overlapping tanah yang telah 
teridentifikasi oleh Kantor pertanahan Kota Surakarta, salah satunya 
terletak di Kelurahan Kadipiro Surakarta. Inti dari sengketa ini bahwa 
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telah terjadi overlapping tanah antara Hak Milik dari sebagian sertifikat 
pecahan yang berasal dari tanah Leter C3213 Seb. P.246 D.VII dan P.244 
dengan Hak Milik yang berasal dari sertifikat proyek Penerbitan dan 
Peningkatan Pengurusan Hak Atas Tanah (P3HT) yang berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 19 
Agustus 1985 Nomor SK.DAA.II/HM/678/10/1171/1985 sebagai berikut: 
Tanah Letter C  Tanah Negara (P3HT) 
HM. 4811 dengan  HM. 4538 
HM. 4812 dengan  HM. 4547 
HM. 4813 dengan  HM. 4414 dan HM. 5043 
HM. 4814 dengan  HM. 4337 
HM. 4815 dengan  HM. 4403 
HM. 4816 dengan  HM. 4543 dan HM. 4504 
Fakta di lapangan secara de facto, lokasi tersebut telah dikuasai dan 
dihuni oleh pihak yang berasal dari tanah negara, namun demikian pihak-
pihak pemilik tanah yang berasal dari tanah letter C 3213 Seb. P.246 D. 
VII dan P. 244 sudah berupaya mengadakan pengembalian batas 
pengukuran ulang tanah yang overlap. Sedangkan secara de jure, kedua 
belah pihak baik yang berasal dari tanah letter C maupun yang berasal dari 
tanah negara sama-sama mempunyai tanda bukti yang sah (sertifikat). 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk 
menuliskan dalam bentuk skripsi mengenai pendaftaran tanah dengan 
sistem publikasi negatif bertendensi positif dan pengaruhnya terhadap 
kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah. Untuk mengetahui 
penerapan asas aman dalam penyelenggaraan sistem pendaftaran tanah dan 
seberapa jauh pengaruh sistem tersebut terhadap kekuatan pembuktian 
sertifikat hak atas tanah yang dimiliki seseorang, dapat membuktikan 
bahwa dirinya adalah pemilik sah atas tanah tersebut. Sertifikat atas 
sebidang tanah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sertifikat 
tanah yang mengalami overlapping, yakni sertifikat HM. 4811 dan HM. 
4538, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414 serta HM. 
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5043, HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan 
HM. 4543 serta HM. 4504 atas tanah di Kelurahan Kadipiro Surakarta.  
 
B. Rumusan Masalah 
Untuk mendapatkan arah dalam melakukan penelitian yang akan 
dilaksanakan guna memperoleh data yang diperlukan sehingga dalam 
perumusan tersebut akan memperoleh kerangka yang sistematis dan hanya 
terbatas pada obyek yang bersifat pokok saja. Dari uraian pada latar 
dengan latar belakang masalah tersebut antara lain: 
1. Apakah Kantor Pertanahan Kota Surakarta sudah menerapkan asas 
aman dalam penerbitan sertifikat HM. 4811 dan HM. 4538, HM. 4812 
dan HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414 serta HM. 5043, HM. 4814 
dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan HM. 4543 
serta HM. 4504 atas tanah di Kelurahan Kadipiro Surakarta? 
2. Bagaimana implikasi yuridis sistem publikasi negatif dengan unsur 
positif terhadap kepastian hukum sertifikat HM. 4811 dan HM. 4538, 
HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414 serta HM. 5043, 
HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan 
HM. 4543 serta HM. 4504 atas tanah di Kelurahan Kadipiro 
Surakarta? 
 
C. Tujuan penelitian 
1. Tujuan Obyektif: 
a. Untuk mengetahui apakah Kantor Pertanahan Kota Surakarta sudah 
menerapkan asas aman dalam penerbitan sertifikat HM. 4811 dan 
HM. 4538, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414 
serta HM. 5043, HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 
4403, HM. 4816 dan HM. 4543 serta HM. 4504 atas tanah di 
Kelurahan Kadipiro Surakarta. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem negatif bertendensi 
positif dalam pendaftaran tanah terhadap kepastian hukum 
 xvi
sertifikat HM. 4811 dan HM. 4538, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 
4813 dan HM. 4414 serta Hm. 5043, HM. 4814 dan HM. 4337, 
HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan HM. 4543 serta HM. 
4504 atas tanah di Kelurahan Kadipiro Surakarta. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data-data dan informasi sebagai bahan utama 
penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib 
bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan pada 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan wawasan, 
pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum 
dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi 
penulis. 
c. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran  bagi ilmu 
pengetahuan hukum.   
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis: 
a. Hasil penelitian merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan 
Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada 
khususnya terutama berkaitan dengan Hukum Agraria. 
b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang 
karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. 
c. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan 
teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman, 
dan dokumentasi ilmiah. 
 
2. Manfaat Praktis: 
a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan sistem 
negatif yang mengandung unsur positif pada pendaftaran tanah bagi 
yang memerlukan. 
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b. Dapat menjadi masukan bagi Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
sebagai penyelenggara pendaftaran tanah di Kota Surakarta, dan agar 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta lebih meningkatkan kualitas 
pelayanan terutama dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. 
c. Sebagai teori dan praktek penelitian dalam bidang hukum serta sebagai 
praktek dalam pembuatan karya ilmiah dengan suatu metode penelitian 
ilmiah. 
 
E. Metode Penelitian 
Dalam penelitian hukum, metode penelitian merupakan suatu hal 
yang mutlak dalam suatu penelitian. Selain itu agar sesuai dengan tujuan 
dan sasaran yang ingin dicapai. Pengertian dari metode adalah cara yang 
terakhir terpikir baik untuk mencapai maksud (Poerwodarminto, W.J.S, 
1976:649) maka dapat ditarik pengertian dari metode ilmiah adalah cara 
yang terakhir terpikir dengan baik sebagai usaha untuk menemukan, 
mengembangkan dan mengisi kebenaran suatu pengetahuan. 
Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
1. Jenis Penelitian 
  Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau 
penelitian doktrinal yang mengkaji sumber hukum sebagai norma, 
khususnya mengenai ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah. Dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan 
bahwa pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem publikasi 
negatif dengan unsur positif dan berpengaruh terhadap kekuatan 
pembuktian sertifikat hak atas tanah. 
2. Sifat penelitian 
 Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu suatu penelitian yang 
dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang 
harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (Soerjono 
Soekanto, 2006 : 10). Di sini, peneliti menguraikan bagaimana 
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implikasi sistem publikasi negatif dengan unsur positif terhadap 
kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah di Kelurahan Kadipiro 
Surakarta. 
3. Pendekatan Penelitian 
 Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian 
hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach), yaitu, pendekatan dengan 
menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud, 2005: 97). Karena 
yang diteliti  adalah berbagai peraturan yang menjadi fokus 
sekaligus tema sentral suatu penelitian, dalam hal ini berbagai 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek 
penelitian.  
4. Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain 
meliputi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, 
makalah, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, majalah, 
koran, artikel dan sumber – sumber lainnya yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti yaitu tentang Implikasi Sistem Publikasi Negatif 
Dengan Unsur Positif Terhadap Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak 
Atas Tanah di Kelurahan Kadipiro Surakarta. 
5. Sumber Data 
  Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum 
normatif adalah sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber 
data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa 
dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan 
digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini  
adalah norma atau kaidah dasar dalam hukum Indonesia dan 
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beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
sebagai berikut: 
1) Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria. 
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 
Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang Tarif 
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku 
Pada Badan Pertanahan Nasional. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan 
hukum primer yakni terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh 
para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana dan 
karya ilmiah.  
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia..  
6. Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang 
sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan, yaitu 
pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder 
dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, 
dokumen resmi, makalah, artikel, dan literatur lainnya yang ada 
hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini data 
diklarifikasi dengan pejabat yang terkait di Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta.  
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7. Teknik Analisis Data 
Untuk memperoleh jawaban dari penelitian hukum ini digunakan 
silogisme deduksi dan  interpretasi. Interpretasi yang digunakan adalah 
interpretasi bahasa (gramatikal), yaitu memberikan arti kepada suatu 
istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Untuk 
mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-
undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikan menurut 
bahasa umum sehari-hari (Sudikno Mertokusumo, 1999: 156). 
 Dalam hal ini, Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 
46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional sebagai premis 
mayor. Adapun yang menjadi premis minor adalah : 
a. Prosedur pendaftaran tanah 
b. Kekuatan pembuktian sertifikat 
Melalui proses silogisme akan diperoleh simpulan (conclusion) 
berupa hukum positif in concreto yang dicari mengenai ada tidaknya 
implikasi sistem publikasi negatif dengan unsur positif terhadap 
kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah di Kelurahan Kadipiro 
Surakarta. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan suatu uraian 
mengenai susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan 
terperinci disusun dalam pembabagan, sehingga dapat memberikan suatu 
gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Tiap-tiap bab mempunyai 
hubungan satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan. 
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Dalam kerangka ini, penulis akan memberikan uraian tentang hal-
hal pokok yang ada dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika 
penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, sebagai berikut. 
Bab pertama mengenai pendahuluan. Dalam bab ini penulis 
menguraikan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal 
yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan hukum ini, 
perumusan masalah, tujuan penelitian yakni tujuan obyektif dan tujuan 
subyektif, manfaat penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, 
metode penelitian berupa jenis penelitian, yang digunakan dalam 
penelitian hukum ini yakni penelitian hukum normatif, dengan sifat 
penelitian preskriptif, pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan 
perundang-undangan, jenis data yakni data sekunder, sumber data berupa 
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi kepustakaan, teknik analisis data berupa silogisme 
deduksi dan interpretasi. selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum 
yang merupakan uraian mengenai susunan dari penulisan hukum ini yang 
terdiri dari empat bab, yakni bab pertama mengenai pendahuluan, bab 
kedua mengenai tinjauan pustaka, bab ketiga mengenai hasil penelitian 
dan pembahasan dan terakhir bab kelima mengenai penutup. 
Bab kedua mengenai tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang teori-
teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam 
memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini yaitu : 
mengenai  tinjauan umum tentang dasar hukum dan pengertian 
pendaftaran tanah, tinjauan umum tentang tujuan pendaftaran tanah, 
tinjauan umum tentang obyek pendaftaran tanah, tinjauan umum tentang 
penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah, tinjauan umum tentang 
asas-asas pendaftaran tanah, tinjauan umum tentang beberapa sistem 
pendaftaran tanah, tinjauan umum tentang sistem pendaftaran tanah di 
Indonesia dan kekutan pembuktian sertifikat hak atas tanah, tinjauan 
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umum tentang kegiatan pendaftaran tanah. Hal tersebut ditujukan agar 
pembaca dapat memahami tentang permasalahan yang penulis teliti. 
 Bab ketiga mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini 
menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan 
hukum ini, yakni mengenai fakta hukum berupa overlapping sertifikat hak 
milik di Kelurahan Kadipiro Surakarta, penerapan asas aman dalam 
penerbitan Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang terdiri 
dari penerbitan setifikat HM. 4811, HM. 4812, HM. 4813, HM. 4814, HM. 
4815 dan HM. 4816 serta penerbitan setifikat HM. 4538, HM. 4547, HM. 
4414, HM. 5043, HM. 4337, HM. 4403, HM. 4543, dan HM. 4504 di 
Kelurahan Kadipiro Surakarta, kemudian implikasi yuridis sistem 
publikasi negatif dengan unsur positif terhadap kekuatan pembuktian 
sertifikat HM. 4811 dan HM. 4538, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4813 
dan HM. 4414 serta Hm. 5043, HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan 
HM. 4403, HM. 4816 dan HM. 4543 serta HM. 4504. 
Bab keempat mengenai penutup. Dalam bab ini diuraikan 
mengenai simpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang relevan dari 
peneliti. Adapun simpulannya, yaitu bahwa Penerbitan sertifikat HM. 
4811dan HM. 4537, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414 
serta HM. 5043, HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 
4816 dan HM. 4543 serta HM. 4504 di Kelurahan Kadipiro Surakarta 
belum memenuhi asas aman pendaftaran tanah, dan terjadinya sertifikat 
ganda merupakan konsekuensi logis dari sistem publikasi negatif dengan 
unsur positif yang diterapkan di Indonesia. Sistem publikasi negatif 
dengan unsur positif dalam pendaftaran tanah di Indonesia tidak 
memberikan kepastian hukum terhadap Sertifikat HM. 4811 dan HM. 
4537, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414 serta HM. 
5043, HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan 
HM. 4543 serta HM. 4504 di Kelurahan Kadipiro Surakarta. Penerbitan 
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sertifikat yang diakui mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat ternyata 
masih dapat dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
1. Kerangka Teori 
 
a. Dasar Hukum dan Pengertian Pendaftaran Tanah 
Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan 
memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap, jelas, 
dilaksanakan secara konsisten, dan penyelenggaraan pendaftaran tanah 
yang efektif (Boedi Harsono, 1999: 68). Dengan tersedianya perangkat 
hukum yang tertulis, siapapun yang berkepentingan akan dengan 
mudah dapat mengetahui kemungkinan-kemungkinan apa yang 
tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang 
diperlukannya, bagaimana cara memperoleh, hak-hak yang melekat 
pada tanah tersebut, serta larangan-larangan yang terdapat dalam 
penguasaan tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi apa yang 
dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, 
serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penguasaan dan 
penggunaan tanah yang dimiliki. 
Ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah diatur 
dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: 
1) Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1), 23 ayat (1), 32 
ayat (1), dan 38 ayat (1); 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, menggantikan PP Nomor 10 tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah; 
3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 
1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24  Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah. 
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4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan 
Pertanahan Nasional. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, 
yang dikenal dengan UUPA, merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945. Sebelum berlakunya UUPA, hanya bagi tanah-tanah yang 
tunduk pada hukum Barat, misalnya hak eigendom, hak erpacht dan hak 
opstal dilakukan pendaftaran tanah yang tujuannya untuk memberikan 
jaminan kepastian hukum dan kepada pemegangnya diberikan tanda bukti 
dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat balik nama (Adrian Sutedi, 
2007: 112).     
Ketentuan Pendaftaran Tanah di Indonesia diatur dalam UUPA 
Pasal 19, yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Oktober 1997. Kedua 
peraturan pemerintah ini merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah 
dalam rangka recht kadaster yang bertujuan memberikan kepastian hukum 
dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat 
bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersebut berupa buku 
tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat 
ukur. Sertifikat hak atas tanah tersebut merupakan alat pembuktian yang 
kuat sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 23 
ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Sertifikat hanya 
merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang 
mutlak. “ Hal ini berarti keterangan-keterangan yang tercantum di 
dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai 
keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian 
yang membuktikan sebaliknya” (Arie S. Hutagalung, 2000: 328). 
Pada pasal 19 ayat (1) UUPA menjelaskan kewajiban pemerintah 
untuk melaksanakan pendaftaran tanah, “untuk menjamin kepastian 
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hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 
Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 
Peraturan Pemerintah”. Pasal 23 ayat (1) UUPA juga mengatur 
pendaftaran Hak Milik yang menyatakan, “ hak milik, demikian pula 
setiap peralihan, hapusnya dan pembebanan dengan hak-hak lain harus 
didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 19”. Pasal 
32 ayat (1) UUPA menentukan bahwa Hak Guna Usaha termasuk syarat-
syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak 
tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud 
dalam Pasal 19 UUPA. Kemudian Pasal 38 ayat (1) UUPA mengatur 
ketentuan Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya 
demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus 
didaftarkan menurut ketentuan dalam Pasal 19 UUPA.  
Pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre yaitu suatu istilah 
teknis untuk satu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan 
kepemilikan (alas hak) dari sutu bidang tanah. cadastre berasal dari bahasa 
latin capitastrum yang berarti suatu register atau capita atau urut yang 
diperbuat untuk pajak tanah romawi (caputatip terreus). Arti yang tegas 
cadastre adalah record (rekaman) lahan-lahan, nilai-nilai tanah dan 
pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian 
cadastre merupakan sarana yang tepat, memberikan uraian dan identifikasi 
dari lahan sebagai continuous recording (rekaman berkesinambungan) hak 
atas tanah (A.P Parlindungan, 1994: 11-12). 
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan, 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian 
surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-
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hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 tahun 
1997). 
Dari pengertian yang diuraikan diatas, apabila diperinci maka 
pendaftaran tanah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Suatu rangkaian kegiatan 
Pendaftaran tanah ialah berbagai kegiatan dalam 
penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang 
lain, berurutan menjadi kesatuan demi tersedianya data yang 
diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di 
bidang pertanahan bagi masyarakat. 
2) Terus menerus 
Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang selalu 
berkelanjutan. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu 
terpelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang 
terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terkini. 
3) Teratur 
Bahwa kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan menjadi 
alat bukti menurut hukum. Sehingga kegiatan pendaftaran tanah ini 
melalui suatu ketentuan yang sangat teliti dan terarah. 
a. Data tanah 
Data yang dikumpulkan dalam pendaftaran tanah terdiri dari dua 
data, yaitu: 
1) Data Fisik, adalah informasi mengenai letak tanah, batas-
batas tanah, berapa luas bidang tanah, termasuk keterangan 
mengenai bangunan atau bagian bangunan diatasnya. 
2) Data Yuridis, adalah informasi mengenai jenis hak atas 
tanah, individu pemegang hak tersebut, serta peralihan dan 
pembebanan dengan hak-hak lain. 
b. Wilayah 
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Adalah mencakup kesatuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah 
adalah desa atau kelurahan (Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 
1997). 
c. Tanah Tertentu 
Berarti menuju pada bidang tanah sebagai obyek pendaftaran tanah 
dan hak-hak yang melekat padanya. 
Mengenai pendaftaran tanah di Indonesia diatur berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, karena sejalan dengan 
perkembangan yang ada dimana perlu adanya penyempurnaan-
penyempurnaan berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikeluarkan berdasarkan 
pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
UUPA, yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh 
pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
 Hal yang dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut 
ditegaskan oleh ayat (2) yang menyebutkan Pendaftaran Tanah meliputi 
kegiatan: 
1) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. 
2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 
3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
b. Tujuan Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah merupakan sejumlah rangkaian dari proses 
yang mendahuluinya, sehingga suatu bidang tanah terdaftar, dan 
demikian pula prosedur apa yang harus dilaksanakan dan demikian 
pula hal-hal yang menghalangi pendaftaran tersebut ataupun larangan-
larangan bagi para pejabat dalam pendaftaran tanah tersebut. 
“Pendaftaran tanah ini melalui suatu ketentuan yang sangat teliti dan 
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terarah sehingga tidak mungkin asal saja, terlebih lagi tujuan dari 
pendaftaran tersebut bukan sekedar untuk menerbitkan sertifikat hak 
atas tanah” (A.P Parlindungan, 1999:8).  
Tujuan dari pendaftaran tanah menurut Pasal 3 PP Nomor 24 
Tahun 1997 adalah: 
1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun 
dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 
2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar. 
3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
 Sedangkan, menurut Boedi Harsono (1993: 458) tujuan dari 
pendaftaran tanah adalah agar dari kegiatan tersebut dapat diciptakan 
suatu keadaan di mana. 
1) Orang-orang dan badan-badan hukum yang mempunyai tanah 
dengan mudah dapat membuktikan, bahwa merekalah yang berhak, 
hak apa yang dipunyai, dan tanah manakah yang dihaki. Tujuan itu 
dicapai dengan memberikan surat tanda bukti hak kepada 
pemegang hak yang bersangkutan. 
2) Siapapun yang memerlukan dapat mudah memperoleh keterangan 
yang dapat dipercaya mengenai tanah-tanah yang terletak di 
wilayah pendaftaran yang bersangkutan (baik ia calon 
pembeli/kreditur) yang ingin memperoleh kepastian, apakah 
keterangan yang diberikan kepadanya oleh penjual/debitur itu 
benar. Tujuan ini dicapai dengan memberikan sifat terbuka bagi 
umum pada data yang disimpan.  
c. Obyek Pendaftaran Tanah 
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Pendaftaran tanah menurut Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 
1997 dilaksanakan terhadap obyek-obyek sebagai berikut: 
1) Bidang-bidang tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. 
2) Tanah Hak Pengelolaan 
3) Tanah Wakaf 
4) Hak Milik atas satuan rumah susun 
5) Hak Tanggungan 
6) Tanah Negara 
Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka 
kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan 
sertifikat hak atas tanah, kecuali dalam hal pendaftaran tanah terhadap 
obyek bidang tanah yang berstatus tanah negara dilakukan dengan 
mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertifikat. 
d. Penyelenggaraan dan Pelaksana Pendaftaran Tanah 
 Dalam ketentuan pada Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997 
menyebutkan bahwa penyelenggara pendaftaran tanah dilaksanakan 
oleh Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut pada Pasal 6 ayat (1) PP 
Nomor 24 tahun 1997 mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah 
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan 
tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan 
yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. 
Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, 
Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang 
dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Mengenai susunan 
Panitia Ajudikasi terdiri dari seorang Ketua Panitia, merangkap 
anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan dan 
beberapa anggota yang terdiri dari pegawai Kantor Pertanahan dan 
Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau Pamong 
Desa/Kelurahan yang ditunjuk, panitia ajudikasi juga dibantu oleh 
satuan tugas (satgas) pengukuran dan pemetaan, satgas pengumpul 
 xxxi
data yuridis dan satgas administrasi (Pasal 8 PP Nomor 24 Tahun 
1997). Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau 
kelurahan, dengan perkecualian bagi tanah Hak Guna Usaha (HGU), 
Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan dan Tanah Negara, serta obyek 
Hak Tanggungan dapat meliputi beberapa desa atau kelurahan. 
e. Asas-asas Pendaftaran Tanah 
Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia juga 
berpedoman pada asas-asas pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang 
diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 
PP Nomor 24 Tahun 1997 berpedoman pada asas-asas sebagai berikut: 
1) Asas sederhana, yaitu pendaftaran tanah hendaknya 
diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan pokok, dan prosedur 
yang dapat dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan, terutama pemegang hak atas tanah. 
2) Asas aman, penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan 
secara teliti dan cermat sehingga menghasilkan sertifikat hak atas 
tanah yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi 
pemegang hak.  
 Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan 
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. 
Dalam bidang pertanahan, aturan dasar yang dipedomani dan 
ditaati adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 UUPA dengan tujuan 
antara lain memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas 
tanah bagi rakyat seluruhnya, yakni melalui kegiatan pendaftaran 
tanah untuk seluruh wilayah Indonesia yang produknya adalah 
pemberian alat bukti kepemilikan hak atas tanah (Elfachri 
Budiman, 2005:1). 
3) Asas terjangkau, pendaftaran tanah diselenggarakan dengan tetap 
memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi 
lemah. Pendaftaran tanah harus bisa terjangkau bagi para pihak 
yang memerlukan. 
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4) Asas mutakhir, pendaftaran tanah memerlukan kelengkapan yang 
memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam 
pemeliharaan datanya, untuk itu diperlukan kewajiban mendaftar 
dan perubahan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi 
dikemudian lemah. Sehingga data yang tersimpan pada Kantor 
Pertanahan selalu sesuai dengan kondisi yang nyata di lapangan. 
5) Asas terbuka dimaksudkan masyarakat dapat memperoleh 
keterangan mengenai data yang diperlukan setiap saat. 
f. Beberapa Sistem Pendaftaran Tanah 
Sistem pendaftaran tanah merupakan suatu cara atau metode 
yang digunakan dalam melaksanakan pendaftaran tanah. Dalam 
pendaftaran tanah, dikenal beberapa sistem pendaftaran tanah sebagai 
berikut: 
1) Sistem Torrens 
Sistem Torrens ini dipakai di India, Malaysia dan 
singapura. Dalam memakai system Torrens ini, negara-negara 
tersebut melihat pengalaman-pengalaman dari negara-negara lain 
jadi dalam detailnya agak menyimpang dari sistem aslinya tetapi 
pada hakikatnya adalah Sistem Torrens yang disempurnakan 
dengan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan yang 
disesuaikan dengan hukum materialnya masing-masing Negara 
tersebut, tetapi tata dasarnya adalah sama yakni The Real Property 
Act. 
Sertifikat tanah menurut sistem ini merupakan alat bukti 
pemegangan hak atas tanah yang paling lengkap serta tidak bisa 
untuk diganggu gugat. Ganti rugi terhadap pemilik sejati adalah 
melalui dana asuransi. Untuk merubah buku tanah adalah tidak 
mungkin terkecuali jika memperoleh sertifikat tanah dengan cara 
pemalsuan dengan tulisan atau diperolehnya dengan cara penipuan 
(Bachtiar Effendi, 1993: 31). 
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Barry C. Crown (2007: 127) mengemukakan bahwa “ 
Although the defendant could not obtain rectification of the 
register, it seems that she would be able to claim compensation 
from the assurance found. In practice successful claims against the 
 assurance fund are exceedingly rare, given the necessity to show 
 fault on the registrar. Although it has been said above that the 
 English land registration system is not generally an appropriate 
source of inspiration for reforms to a Torrens system, there is one 
aspect of the English system that does merit further investigation. 
 This is the more relaxed attitude to claims against the assurance 
fund”. 
2) Sistem Positif 
Menurut sistem ini suatu sertifikat tanah diterbitkan yang 
diberikan kepada pemegang hak, berlaku sebagai tanda bukti hak 
atas tanah yang mutlak serta merupakan satu-satunya bukti hak atas 
tanah. Ciri pokok sistem positif ini, pendaftaran tanah adalah 
menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam 
buku tanah adalah tidak dapat dibantah kendatipun ia ternyata 
bukanlah pemilik yang berhak atas tanah tersebut. 
Sistem positif ini memberikan kepercayaan yang mutlak 
kepada buku tanah. Pejabat Balik Nama Tanah dalam sistem positif 
memainkan peranan yang aktif. Mereka menyelidiki apakah hak 
atas tanah yang dipindahkan itu dapat untuk didaftar atau tidak. 
Menurut sistem positif hubungan hukum antara hak dari orang 
yang namanya terdaftar dalam buku tanah dengan pemberi hak 
sebelumnya terputus sejak hak tersebut didaftarkan (Bachtiar 
Effendi, 1993:32). 
3) Sistem Negatif  
Dalam sistem negatif ini segala apa yang tercantum 
didalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan 
suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka sidang 
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pengadilan. Adapun asas peralihan hak atas tanah menurut sistem 
Negatif ini adalah asas nemo plus yuris yakni melindungi 
pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain 
yang ingin mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang 
hak sebenarnya. 
Ciri pokok sistem negatif ini, pendaftaran tanah tidaklah 
menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar dalam buku tanah 
tidak dapat untuk dibantah jika nama yang terdaftar bukanlah nama 
pemilik sebenarnya. Hak dari nama yang terdaftar ditentukan oleh 
hak dari pemberi hak sebelumnya, perolehan hak tersebut 
merupakan mata rantai perbuatan hukum dalam pendaftaran hak 
atas tanah. Ciri pokok lainnya dari sistem negatif  ini ialah Pejabat 
Balik Nama Tanah berperan pasif, artinya pejabat yang 
bersangkutan tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari 
surat-surat yang diserahkan kepadanya (Bachtiar Effendi, 
1993:33). 
g. Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian 
Sertifikat Hak Atas Tanah 
Pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA) yaitu pendaftaran tanah diselenggarakan dalam 
rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan 
dan bahwa sistem pendaftaran tanahnya adalah sistem negatif, tetapi 
mengandung unsur (bertendensi) positif karena akan menghasilkan 
surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 
seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C, Pasal 23 ayat 
(2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, ditambah ketentuan 
Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997. 
Kepada pemilik hak atas tanah diterbitkan sertifikat sebagai 
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, 
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang 
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ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Makna 
pernyataan sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat adalah 
selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya (tidak sesuai), data fisik dan 
data yuridis yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah harus 
diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan 
hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Dengan 
demikian data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat 
harus sesuai dengan data yang tercantum pada surat ukur dan buku 
tanah yang bersangkutan (Boedi Harsono, 1999:464). 
Sertifikat hak atas tanah diterbitkan secara sah atas nama orang 
atau badan hukum yang secara nyata menguasainya, maka pihak lain 
yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut 
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 
diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis 
kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan 
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut (Pasal 
32 ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1997). Ketentuan tersebut bertujuan, 
pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif 
dan pada pihak lain untuk secara seimbang memberi kepastian hukum 
kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan 
didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah dengan sertifikat 
sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA sebagai alat pembuktian 
yang kuat. Kelemahan dari sistem publikasi negatif adalah, bahwa 
pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku 
tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari 
pihak lain yang merasa berhak mempunyai tanah itu. 
Dalam hal hak yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain 
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat yang 
merupakan tanda buktinya, ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 
tahun 1997 juga berlaku bagi penerima hak yang bersangkutan, sejak 
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diterbitkannya sertifikat. Dalam hal sesudah lampau, jangka waktu 5 
(lima) tahun terjadi pemindahan hak, penerima hak juga tidak dapat 
diganggu gugat oleh pihak lain yang sejak lewat 5 (lima) tahun 
tersebut sudah kehilangan haknya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP 
Nomor 24 Tahun 1997. 
Penguasaan tanah selanjutnya juga dilindungi oleh hukum 
terhadap gugatan pihak lain daripada pihak yang sudah kehilangan 
haknya itu, jika perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan 
dilakukan dengan itikad baik, sesuai ketentuan hukum yang berlaku 
berdasarkan sertifikat yang merupakan alat pembuktian yang kuat dan 
diakui dengan pendaftarannya. Selain itikad baik mempunyai bobot 
penilaian yang tinggi dalam hukum, khususnya hukum adat yang 
merupakan dasar hukum tanah nasional, penerima hak yang menguasai 
tanahnya masih selalu dapat mendalilkan berlakunya lembaga 
rechtsverwerking sebagai lembaganya hukum adat masih tetap berlaku 
disamping Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Dalam kasus-
kasus konkret, hakim yang wajib menimbang berat ringannya bobot 
kepentingan pihak-pihak yang berperkara.  
Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 
berdasarkan ketentuan Pasal 64, berlaku juga terhadap kasus yang 
sertifikatnya diterbitkan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961. 
Jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut juga berlaku sejak diterbitkannya 
sertifikat hak yang bersangkutan (Boedi Harsono, 1999: 466-468). 
Pendaftaran tanah bertujuan kepastian hukum (recht kadaster). 
Tujuan pendaftaran tanah untuk tujuan kepastian hukum meliputi: 
1) Kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi 
pemegang hak (subyek hak). 
2) Kepastian hukum mengenai lokasi, batas serta luas suatu bidang 
tanah hak (obyek hak). 
3) Kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya. 
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Kepastian subyek dan obyek hak sangat diperlukan dalam lalu 
lintas hukum mengenai hak-hak atas tanah, sehingga oleh Pemerintah 
dikebanyakan negara diselenggarakan suatu sistem keterbukaan atau 
pengumuman mengenai hak atas tanah yang disebut dengan sistem 
publisitas. Publisitas berarti suatu prinsip dimana setiap orang dapat 
mengetahui semua hak-hak atas tanah dan semua perbuatan hukum 
mengenai tanah. Dengan sistem publisitas diselenggarakan suatu daftar 
umum berupa peta dan daftar yaitu daftar tanah, daftar surat ukur, 
daftar nama, daftar buku tanah. Mengenai tanah sebagai obyek hak, 
maka dianut asas spesialitas yaitu suatu cara penetapan batas, sehingga 
identitas sebidang tanah menjadi jelas, mengenai lokasi, batas, serta 
luasnya. 
Yang menjadi masalah pokok dalam pendaftaran tanah ialah 
bagaimana pendaftaran tanah yang diselenggarakan tersebut dapat 
menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Jaminan kepastian 
hukum  terhadap pemegangan hak atas tanah adalah sangat 
tergantung kepada sistem apakah yang digunakan dalam melaksanakan 
pendaftaran tanah  (Bachtiar Effendi, 1993: 29). Sistem pendaftaran 
tanah yang digunakan UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah 
sistem negatif yang mengandung unsur (bertendensi) positif. 
Sistemnya bukan negatif murni, hal ini mengandung konsekuensi, 
bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah  harus 
berusaha agar sejauh mungkin dapat disajikan data yang benar dalam 
buku tanah dan peta pendaftaran. Tetapi biarpun demikian 
 sistemnya juga bukan positif. Dalam sistem positif data yang 
disajikan dijamin kebenarannya, bukan hanya berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat (Boedi Harsono, 1999:83). 
Penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat menjamin kepastian 
hukum apabila pendaftaran tanah tersebut memenuhi 3 (tiga) syarat, 
yaitu: 
 xxxviii 
1) Peta-peta kadaster dapat dipakai rekonstruksi di lapangan dan 
menggambarkan batas yang sah menurut hukum. 
2) Daftar umum membuktikan pemegang hak yang terdaftar 
didalamnya sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum. 
3) Setiap hak dan peralihannya harus didaftar. 
h. Kegiatan Pendaftaran Tanah 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 
pendaftaran tanah Indonesia dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu: 
1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) 
Adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek 
pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan 
Pemerintah ini. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 
meliputi: 
a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik. 
b) Pembuktian hak dan pembukuannya. 
c) Penerbitan sertifikat. 
d) Penyajian data fisik dan data yuridis. 
e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen. 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua 
cara, yaitu: 
a) Pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu kegiatan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 
meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar 
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. 
b) Pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu kegiatan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek 
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa atau kelurahan secara individual atau massal. 
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali terdiri dari 
beberapa kegiatan, yaitu: 
 xxxix
a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik (Pasal 14 sampai 
dengan Pasal 22 PP Nomor 24 Tahun 1997) 
Untuk keperluan dan pengolahan data fisik dilakukan 
kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan pengukuran dan 
pemetaan meliputi: 
(1)  Pembuatan peta dasar pendaftaran 
Merupakan langkah awal dari kegiatan pendaftaran 
tanah. Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran, 
Kantor Pertanahan menyelenggarakan pemasangan, 
pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan yang dikaitkan 
dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka 
dasarnya. Bila di suatu daerah tidak ada atau belum ada 
titik-titik dasar teknik nasional dalam melaksanakan 
pengukuran, untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dapat 
digunakan titik dasar teknik lokal yang bersifat sementara, 
yang kemudian dikaitkan dengan titik dasar teknik nasional. 
     (2)  Penetapan batas bidang-bidang tanah 
Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi 
pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang dipetakan 
diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan 
menurut keperluannya ditempatkan tanda batas di setiap 
sudut bidang tanah yang bersangkutan. Penetapan batas 
bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang 
belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada 
surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi 
yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya 
dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang 
hak atas tanah yang bersangkutan dan disetujui oleh para 
pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Persetujuan 
tersebut dituangkan dalam suatu berita acara yang 
ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan 
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(3)    Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan                        
pembuatan peta pendaftaran 
Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-
batasnya untuk kemudian diukur dan selanjutnya dipetakan 
dalam peta dasar pendaftaran. 
    (4)   Pembuatan daftar tanah 
Bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dan 
diberi nomor pendaftaran pada peta pendaftarannya, lalu 
dibukukan dalam daftar tanah. 
   (5)   Pembuatan surat ukur 
Pada bidang-bidang tanah sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c PP Nomor 
24 tahun 1997, yang sudah diukur serta dipetakan dalam 
peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk pendaftaran 
haknya. 
b) Pembuktian Hak  
Dalam pembuktian hak atas tanah dikenal 2 (dua) 
pembuktian yang terdiri: 
(1)  Pembuktian hak baru 
Menurut Pasal 23 huruf a, pembuktian hak tanah 
atas tanah baru dengan `penetapan pemberian hak dari 
pejabat yang berwenang memberikan hak yang 
bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila 
pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah 
Hak Pengelolaan. Mengenai hak guna bangunan dan hak 
pakai atas tanah hak milik, pembuktiannya dengan akta 
PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang 
hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan. 
(2)  Pembuktian hak lama 
Pembuktian hak atas tanah yang berasal dari 
konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti 
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mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, 
keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan 
yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar 
hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang 
membebaninya. Menurut penjelasan pasal 24 PP No 24 
Tahun 1997, alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat 
berupa. 
(a) Groose akta hak eigendom yang diterbitkan 
berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie 
(Staatsblad. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, 
bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi 
menjadihak milik; atau 
(b) Groose akta hak eigendom yang diterbitkan 
berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie 
(Staatsblaad. 1334-27) sejak berlakunya UUPA 
sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961 di daerah yang bersangkutan; atau 
(c) Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan 
berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; 
atau 
(d) Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan 
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; 
atau 
(e) Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat 
yang berwenang, baik sebelum atau sejak 
berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban 
untuk mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah 
dipenuhi semua kewajiban yang disebut di 
dalamnya; atau 
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(f) Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan 
yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/ 
Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum 
berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau 
(g) Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh 
PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau 
(h) Akta ikrar wakaf/ surat ikrar wakaf yang dibuat 
sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau 
(i) Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang 
berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau 
(j) Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah 
pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah; atau 
(k) Petuk Pajak Bumi/ Landrente, girik, pipil, kekitir 
dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya 
Peraturan Pemerintah; 
(l) Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat 
oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; 
atau 
(m) Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan 
nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII Ketentuan-
ketentuan Konversi UUPA. 
Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara 
lengkap alat-alat pembuktian tersebut pembuktian hak 
dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik 
bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) 
tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon 
pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat 
penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan 
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secara terbuka oleh yang bersangkutan, dengan diperkuat 
kesaksian orang yang dapat dipercaya, penguasaan tersebut 
tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau 
dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau 
desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. 
Untuk menilai kebenaran alat bukti maka dilakukan 
pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang 
tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam 
pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala 
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik, yang kemudian hasil penelitian alat-alat bukti 
tersebut dituangkan dalam suatu daftar isian. Daftar isian 
dan peta bidang tanah yang bersangkutan dari hasil 
pengukuran kemudian diumumkan selama 30 (tiga puluh) 
hari, yang dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan 
Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang 
bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik 
atau 60 (enam puluh) hari, di Kantor Pertanahan dan Kantor 
Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan 
dalam pendaftaran tanah secara sporadik, untuk memberi 
kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan 
keberatan. 
Menurut Pasal 27 PP Nomor 24 Tahun 1997, jika 
dalam jangka waktu pengumuman tersebut ada yang 
mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data 
yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam 
pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor 
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik 
mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan 
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika 
musyawarah untuk mufakat berhasil, maka akan dibuatkan 
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berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang 
dimaksudkan mengakibatkan perubahan, maka perubahan 
tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau 
daftar isian yang bersangkutan. 
Namun apabila usaha penyelesaian secara 
musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, Ketua Panitia 
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang 
mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai 
data fisik dan data yuridis yang disengketakan di 
Pengadilan. Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, 
data fisik dan data yuridis yang diumumkan disahkan 
dengan berita acara yang akan menjadi dasar untuk 
pembukuan hak atas tanah dalam buku tanah, pengakuan 
hak atas tanah, dan pemberian hak atas tanah. Namun 
apabila terdapat kekuranglengkapan data fisik dan atau data 
yuridis yang bersangkutan, atau masih ada keberatan yang 
belum diselesaikan setelah berakhirnya jangka waktu 
pengumuman, pengesahan dalam berita acara dilakukan 
dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan 
atau keberatan yang belum diselesaikan. 
Bidang tanah yang didaftar untuk kemudian 
dibukukan dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan 
data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang 
ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut, 
yang akan menjadi bukti bahwa hak yang bersangkutan 
beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang 
diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar. 
c) Penerbitan sertifikat (Pasal 31 sampai dengan Pasal 32 PP 
Nomor 24 tahun 1997) 
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Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat untuk kepentingan 
pemegang hak yang bersangkutan. Dalam penerbitan sertifikat 
perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: 
(1)  Sertifikat diterbitkan sesuai data fisik dan yuridis yang 
telah didaftar dalam buku tanah, dan diserahkan kepada 
pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang 
bersangkutan sebagai pemegang hak, atau kepada pihak 
lain yang dikuasakan olehnya. 
(2) Jika dalam buku tanah terdapat catatan tentang data yuridis  
dan atau data fisik yang belum lengkap, maka penerbitan 
sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan 
dihapus. 
(3) Mengenai hak bersama, satu sertifikat diterbitkan kepada  
salah salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan 
tertulis para pemegang hak bersama yang lain, atau 
sertifikat diterbitkan sebanyak jumlah pemegang hak 
bersama yang bersangkutan yang memuat nama, serta 
besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut. 
(4) Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan  
hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik 
dan secara nyata menguasainya. Pihak lain yang merasa 
mempunyai hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 
(lima) tahun, sejak diterbitkannya seripikat itu tidak 
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan 
gugatan ke pengadilan, maka tidak dapat lagi menuntut 
penerbitan sertifikat tersebut.  
d) Penyajian data fisik dan data yuridis (Pasal 33 sampai dengan 
Pasal 34 PP Nomor 24 tahun 1997) 
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Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha 
pendaftaran tanah yang dituangkan pada daftar umum yang 
terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku 
tanah, dan daftar nama untuk keperluan penyajian data fisik 
dan data yuridis. Data fisik dan data yuridis yang tersimpan 
dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku 
tanah, dapat diketahui oleh setiap orang yang berkepentingan. 
Sedangkan data fisik dan data yuridis yang tercantum  dalam 
daftar nama hanya boleh diketahui oleh instansi Pemerintah 
tertentu untuk pelaksanaan tugasnya. 
e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen (Pasal 35 PP Nomor 
24 tahun 1997) 
Dokumen-dokumen yang telah digunakan sebagai dasar 
pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang sudah 
ditetapkan oleh Kepala BPN, sebagai bagian dari daftar umum. 
Dengan izin tertulis dari Kepala BPN atau pejabat yang 
ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman 
dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk 
pelaksanaan tugasnya. 
Atas perintah pengadilan yang sedang mengadili 
perkara dokumen asli yang dibawa oleh Kepala Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya 
ke sidang pengadilan untuk diperlihatkan oleh kepada Majelis 
Hakim dan para pihak yang bersangkutan. Secara bertahap data 
pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan 
menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm yang akan 
mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan 
dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang 
bersangkutan. 
2) Pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance) 
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Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan 
data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, 
daftar nama, surat buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-
perubahan yang terjadi kemudian. 
Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi: 
a) Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak (Pasal 37 sampai 
dengan Pasal 46 PP Nomor 24 Tahun 1997) 
Sesuai dengan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 
peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, 
kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan 
jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, namun akta PPAT tersebut dapat dikecualikan 
terhadap keadaan tertentu untuk daerah-daerah terpencil dan 
belum ditunjuk PPAT, yang bisa dibuktikan dengan alat bukti 
lain yang menurut Kepala Kantor Pertanahan setempat 
kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan 
hak yang bersangkutan. 
b) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya (Pasal 
47 sampai dengan Pasal 51 PP Nomor 24 Tahun 1997) 
Dalam hal kegiatan perubahan data pendaftaran tanah 
lainnya dilakukan pelaksanaan pemeliharaan data pendaftaran 
tanah, yang terdiri dari: 
(a)  Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah. 
(b) Pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang    
      tanah. 
(c)  Pembagian hak bersama. 
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 Gambar1. Kerangka Pemikiran 
Peraturan Perundang-Undangan 
 
a. UUPA 
b. PP No.24 tahun 1997 
c. Peraturan Menteri 
Agraria/ Ka. BPN No.3 
tahun 1997 
d. PP No. 46 tahun 2002 
Fakta Hukum 
 
Penerbitan Sertifikat HM. 4811 
dan HM. 4538, HM. 4812 dan 
HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 
4414 serta HM. 5043, HM. 
4814 dan HM. 4337, HM. 4815 
dan HM. 4403, HM. 4816 dan 
HM. 4543 serta HM. 4504 oleh 
Kantor Pertanahan Surakarta 
 
Peristiwa Hukum 
 
a. Prosedur 
Pendaftaran Tanah 
b. Kekuatan 
Pembuktian 
Sertifikat 
 
Kesimpulan 
 
Ada tidaknya implikasi 
sistem publikasi negatif 
dengan unsur positif 
terhadap kekuatan 
pembuktian sertifikat 
interpretasi 
penerapan 
hukum 
2. Kerangka Pemikiran 
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Dari kerangka pemikiran diatas, penulis ingin memberikan 
gambaran guna menjawab perumusan masalah dalam penelitian 
hukum ini. Fakta hukum berupa penerbitan sertifikat ganda 
meliputi HM. 4811 dan HM. 4538, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 
4813 dan HM. 4414 serta HM. 5043, HM. 4814 dan HM. 4337, 
HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan HM. 4543 serta HM. 
4504 oleh Kantor Pertanahan Surakarta. Dengan menggunakan 
penafsiran terhadap Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 
Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 
46 tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, dihasilkan 
peristiwa hukum berupa prosedur pendaftaran tanah dan kekuatan 
pembuktian sertifikat.  
Dengan menggunakan silogisme deduksi, beberapa 
peraturan perundang-undangan kemudian diterapkan pada 
beberapa peristiwa hukum yakni, prosedur pendaftaran tanah di 
Kelurahan Kadipiro yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta, dan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah 
di Kelurahan Kadipiro Surakarta sebagai hasil dari proses 
pendaftaran tanah tadi. Sebagaimana kita lihat dalam ketentuan-
ketentuan yang mengatur prosedur pendaftaran tanah sampai pada 
penerbitan sertifikat haknya, hukum tanah nasional menganut 
sistem publikasi negatif dengan unsur positif, kemudian dapat 
ditarik kesimpulan (conclusi) mengenai ada atau tidaknya 
implikasi sistem publikasi negatif dengan unsur positif terhadap 
kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah di Kelurahan 
Kadipiro Surakarta. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Fakta Hukum: Overlapping Sertifikat Hak Milik di Kelurahan 
Kadipiro Surakarta 
 
1. Kronologis 
a. Sertifikat yang berasal dari Letter C 
a. Pada tahun 1981 tanah Letter C. 3213 seb. (246- d VII) 
luas 3.055 m2. dikonversi menjadi Hak Milik No. 2191/ 
Kel. Kadipiro tercatat atas nama Drs. H. Dalhar Maksum 
luas 2.740 m2. 
b. Pada tahun 1981 tanah Letter C.3213 Seb (244- d VII) 
luas 1700 m2. dikonversi menjadi Hak Milik No. 2192 
Kel. Kadipiro tercatat atas nama Drs. Dalhar Maksum 
luas 1.642 m2. 
c. Kemudian pada tahun 1981 Hak Milik No. 2191 
Kelurahan Kadipiro dan Hak Milik No. 2192 digabung 
menjadi HM No. 2197 tercatat atas nama Drs. H. Dalhar 
Maksum luas : 4.382 m2. 
d. Pada tahun 1986 HM. No. 2197 tercatat atas nama Drs. 
H. Dalhar Maksum luas : 4.382 m2 berdasarkan Akta Jual 
Beli 30-12-1986  No. 265/Bn/86 yang dibuat oleh R. 
Soegendo Notodisuryo PPAT Kodya Surakarta dijual 
kepada Sigit Siswanto suami Rokayah dkk (16 orang) 
kemudian dipecah-pecah menjadi Hak Milik 4801 sampai 
dengan Hak Milik No. 4816. 
e. Setelah terjadi pengalihan hak tersebut, Hak Milik Nomor 
4801 sampai dengan Hak Milik Nomor 4811, telah 
dipasang batas-batas tanah, sedangkan Hak Milik 4812 
sampai dengan Hak Milik Nomor 4816 ditinggalkan 
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begitu saja oleh pemiliknya sehingga ada pihak lain 
(bukan pemilik) mengusahakan/ menggarap tanah 
tersebut selanjutnya mengajukan tanah tersebut sebagai 
tanah negara. 
b. Sertifikat yang berasal dari Tanah negara 
Pada tahun 1985 di Kelurahan Kadipiro menjadi obyek 
Proyek Penerbitan dan Peningkatan pengurusan Hak Atas 
Tanah (P3HT) dengan dana dari APBN untuk mensertifikatkan 
tanah-tanah negara yang telah dikuasai/ digarap oleh 
masyarakat dan telah terbit sertifikatnya. 
Sertifikat produk Proyek Penerbitan dan Peningkatan 
Pengurusan Hak Atas Tanah (P3HT) tersebut antara lain: 
1) Hak Milik Nomor 4337/ Kelurahan Kadipiro atas nama 
Soeprawiro, luas ± 175 m2. 
2) Hak Milik Nomor 4403/ Kelurahan Kadipiro atas nama 
Putut Basudewo, luas ± 153 m2. 
3) Hak Milik Nomor 4414/ Kelurahan Kadipiro atas nama 
Edi Haryanto, luas ± 176 m2. 
4) Hak Milik Nomor 4504/ Kelurahan Kadipiro atas nama 
Slameto, luas ± 175 m2. 
5) Hak Milik Nomor 4538/ Kelurahan Kadipiro atas nama 
Kromo Gento, luas ± 176 m2. 
6) Hak Milik Nomor 4543/ Kelurahan Kadipiro atas nama 
Agustinus S, luas ± 176 m2. 
7) Hak Milik Nomor 4547/ Kelurahan Kadipiro atas nama 
Jasman, luas ± 176 m2. 
8) Hak Milik Nomor 5043/ Kelurahan Kadipiro atas nama 
Timan, luas ± 176 m2. 
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Sebagian sertifikat pecahan yang berasal dari tanah letter C 
tersebut overlap dengan sebagian sertifikat Proyek Penerbitan  dan 
peningkatan Pengurusan Hak Atas Tanah (P3HT) antara lain: 
a. HM. 4811 dengan HM 4538 
b. HM. 4812 dengan HM. 4547 
c. HM. 4813 dengan HM. 4414 dan HM. 5043 
d. HM. 4814 dengan HM. 4337 
e. HM. 4815 dengan HM. 4403 
f. HM. 4816 dengan HM. 4543 dan HM. 4504 
Secara Defacto, dilapangan obyek tanah dikuasai dan dihuni 
oleh pihak yang berasal dari tanah negara. Pihak yang berasal dari 
tanah Letter C/ konversi berupaya mengadakan pengembalian batas 
pengukuran ulang atas tanah yang overlap. Secara Dejure:, para 
pihak baik yang berasal dari tanah letter C/ konversi maupun yang 
berasal dari tanah negara sama-sama mempunyai tanda bukti yang 
sah (sertifikat). 
Penyelesaian sengketa tersebut melalui mediasi oleh Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta. Kedua belah pihak sepakat menerima 
hasil mediasi sehingga dapat ditindak lanjuti dengan pelepasan hak 
atas tanah kepada negara dan dengan adanya pelepasan tersebut 
sertifikat hak milik kedua belah pihak harus dimatikan, ditarik dan 
dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah. 
2. Kesimpulan dan Rekomendasi Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
a. Kesimpulan 
Penyelesaian sengketa sebagaimana Target Operasi Tuntas 
2008 dalam jangka waktu 60 hari telah diupayakan dan 
diselesaikan melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta, yang menghasilkan kesepakatan antara para pihak 
yaitu dalam bentuk ganti rugi 50:50 terhadap luasan tanah/ 
bidang yang overlapping sebagaiamana diuraikan dalam berita 
acara mediasi dan tahapan mediasi, sedangkan untuk 
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realisasinya masing-masing pihak sepakat sampai dengan tanah 
tersebut terjual/ menunggu pembeli. 
Berdasarkan kesepakatan dalam penyelesaian sengketa 
dimaksud para pihak melepaskan hak atas tanah ke negara 
dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta. 
1). Apabila tidak diketemukan pembeli maka tanah tersebut 
akan dibagi rata para pihak. 
2). Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian tersebut dapat 
diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 
Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997. 
b. Rekomendasi  
Kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam berita acara 
mediasi ditindaklanjuti dengan pelepasan hak atas tanah 
dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta. 
Menarik Sertifikat hak milik No.: 
Tanah yang berasal dari C Tanah Negara (P3HT) 
1) HM. 4811  dan HM. 4538 
2) HM. 4812  dan HM. 4547 
3) HM. 4813  dan HM. 4414 dan HM. 5043 
4) HM. 4814  dan HM. 4337 
5) HM  4815  dan HM. 4403 
6) HM. 4816  dan HM. 4543 dan HM. 4504 
 
Tanah tersebut diketahui overlapp ketika akan dilakukan pemetaan atas 
bidang tanah asal konversi Letter C yang dipecah menjadi 16 Hak Milik 
(berdasarkan akta jual beli tanggal 30 Desember 1986 Nomor: 265/ Bn/ 1986 
yang dibuat oleh R. Soegondo Notodisoerjo), yakni dari sertfikat HM. 2197 
menjadi HM. 4801, HM. 4802, HM. 4803, HM. 4804, HM. 4804, HM. 4805, 
HM. 4806, HM. 4807, HM. 4808, HM. 4809, HM. 4810, HM. 4811, HM. 
4812, HM. 4813, HM. 4814, HM. 4815 dan HM. 4816. Ternyata diketahui 
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bahwa di lokasi tersebut sudah ada sertifikat lain sebagai produk Proyek 
Penertiban dan Peningkatan Hak atas Tanah (P3HT). Terdapat 6 sertifikat 
hasil konversi Letter C (HM. 4811, HM. 4812, HM. 4813, HM. 4814, HM. 
4815, HM. 4816 ) yang tumpang tindih dengan 8 sertifikat produk P3HT 
(HM. 4538, HM. 4547, HM. 4414, HM. 5043, HM. 4337, HM. 4403, HM. 
4543 dan HM. 4504).  
Obyek dikuasai oleh pemegang sertifikat dari proyek Penertiban dan 
Peningkatan Pengurusan Hak atas Tanah (P3HT). Kondisi obyek sengketa 
berupa pemukiman kumuh dengan batas antara satu bidang dengan bidang lain 
sudah berubah. Tumpang tindih sertifikat yang terjadi sejak tahun 1987 ini 
belum dapat diselesaikan karena pihak yang bersengketa tidak mau 
menyelesaikannya lewat pengadilan selain karena masyarakat yang menguasai 
obyek sengketa memiliki tingkat pendidikan rendah dengan kondisi ekonomi 
lemah. Sengketa ini baru dapat diselesaikan pada tahun 2008 ketika adanya 
pelaksanaan kegiatan operasi tuntas sengketa pertanahan, yakni melalui 
prosedur mediasi. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa tersebut, masing-
masing pihak akan melepaskan hak atas tanahnya kepada negara yang 
dilakukan dihadapan Kantor Pertanahan Surakarta untuk dimohonkan kembali 
oleh pihak ketiga (pembeli). Sertifikat dari kedua belah pihak, baik sertifikat 
yang berasal dari konversi tanah Letter C maupun sertifikat produk proyek 
P3HT dimatikan, ditarik dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti 
yang sah. 
Saat ini pihak ketiga sudah melakukan permohonan kembali sertifikat atas 
tanah di lokasi tersebut. Petugas ukur sudah melaksanakan pengukuran di 
lokasi dan sudah dilakukan penetapan batas bidang tanah yang akan 
didaftarkan sampai dengan pemberian Nomor Identifikasi Bidang (NIB) pada 
setiap batas bidang tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya. Seluruh data 
hasil pengukuran batas bidang tanah telah dicatat oleh petugas pada Gambar 
Ukur (GU), yang seluruh datanya dalam bentuk data ukuran. Data ukuran 
batas bidang tanah kemudian dibuatkan gambar dan dilengkapi dengan 
deskripsi lokasi bidang tanah yang telah diukur. Akan tetapi untuk sertifikat 
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HM. 4815 yang overlap dengan HM. 4403 tidak diajukan permohonan 
kembali, karena pemilik sertifikat HM. 4815 tidak sepakat dengan hasil 
mediasi. Sehingga untuk tanah  HM. 4815 tidak diadakan pengukuran ulang 
dan tetap dalam keadaan tumpang tindih dengan sertifikat HM. 4403. 
 
Tabel 1. Nomor Identifikasi Bidang Hasil Pengukuran Ulang Tanah di 
Kelurahan Kadipiro 
 
N0 NIB PEMOHON LUAS (± m2) 
1 15896 Daniel Anwar 74 
2 15897 Sapto Mulyadi 68 
3 15898 Tasliman 74 
4 15899 Suyamti 70 
5 15900 Bambang Iskandar 137 
6 15901 Sugiman 92 
7 15902 Sriyono 92 
8 15903 Daryono 90 
9 15904 Sri Mey Ekowati 89 
10 15905 Yayuk S 90 
11 15906 Intoni Yoga W 90 
12 15907 R. Qisti 133 
 
Sumber: Bapak Radiyanto, S.H. - Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan 
               Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
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Gambar 2. Skema Permasalahan Overlapping Tanah Di Kelurahan Kadipiro 
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An. Drs. Dalhar Maksum 
Seluas 4382 m2 Tahun 1986 
M
. 
4
8
0
2 
M
. 
4
8
0 
3 
M
. 
4
8
0
4 
M
. 
4
8
0
5 
M
. 
4
8
0
6
M
. 
4
8
0 
7 
M
. 
4
8
0 
8 
M
. 
4
8
0 
9 
M
. 
4
8
1
0 
M
. 
4
8
1 
1 
M
. 
4
8
1
2 
M  
 .       
4     
5     
4     
3     
M
. 
4
8
1 
4 
M
. 
4
8
1 
5 
M 
. 
4 
8 
1 
6 
M
. 
4
8
0
1 
M  M 
.     .  
4    4 
5    5 
4    0 
3    4 
M
. 
4 
4
0
3 
M
.  
4
3
3
7 
M  M 
.     .  
4    5 
4    0 
1    4 
4    3 
M
.  
4
5
4
7 
M
.  
4
5
3
8 
Tahun 1985 tanah negara yang dikuasai dan digarap 
masyarakat menjadi obyek P3HT terbit sertifikat:  
Tahun 1986 dijual kepada Sigit Siswanto suami Rokayah 
(dkk. 16 orang) berdasarkan akta jual beli tanggal 30-12-
1986 Nomor : 265/Bn/1986 yang dibuat oleh R. Soegondo 
Notodisoerjo, PPAT Kodya Surakarta 
DIKONVERSI 
TAHUN 1981 
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D. Penerapan Asas Aman Dalam Penerbitan Sertifikat HM. 4811 dan 
HM. 4538, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dan HM. 4414 serta 
HM. 5043, HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 
4816 dan HM. 4543 serta HM. 4504 di Kelurahan Kadipiro Surakarta 
oleh Kantor Pertanahan Surakarta 
 
1. Penerbitan Sertifikat HM. 4811, HM.4812, HM.4813, HM. 4814, 
HM.4815 dan HM.4816 
a. HM.4811 
1) Sertifikat tersebut merupakan sertifikat sebidang tanah 
perumahan yang terletak di Kelurahan Kadipiro 
Surakarta.milik Muhammad Kusen suami Nyonya Siti 
Asiyah yang yang beralamat di Ngemplak Rejosari Rt.06/ 
13 Glingan Surakarta. 
2) Status hak kepemilikan atas tanah tersebut merupakan hak 
milik, yaitu merupakan hak milik penuh dari Muhammad 
kusen suami Nyonya Siti Asiyah sebagai pemegang hak 
dan hak tersebut berasal dari jual beli, terkuat, terpenuh dan 
jangka waktunya tidak terbatas. 
3) Asal persil tanah tersebut merupakan pemisahan dari Hak 
Milik 2197. Berdasarkan sertifikat tertanggal 3 Maret 1987, 
tanah tersebut didaftarkan sebagai hak milik Muhammad 
Kusen suami Nyonya Siti Asiyah pada 2 Maret 1987. 
Penunjuk warkah No. 409/ Ba. X/ II. Ph/ 1987. Akta 
Pemisahan dan Pembagian tanggal 30 Desember 1986 No. 
266/ Bn/ 1986 yang dibuat oleh Raden Soegondo 
Notodisoerjo PPAT Kodya Surakarta. Dengan Luas ±203 
m2 berdasarkan surat ukur No. 4089/ 1983 tertanggal 18 
september 1983. 
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4) Sertifikat Tanah tersebut merupakan hak milik yang berasal 
dari pemisahan Hak Milik 2197. Sertifikat ini merupakan 
sertifikat asli karena sudah ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan No. 1988 pada 
tahun 1997. 
b. HM.4812 
1) Sertifikat tersebut merupakan sertifikat sebidang tanah 
perumahan  yang terletak di Kelurahan Kadipiro Surakarta 
milik Mahbub Junaidi suami Nyonya Siti Istiqomah yang 
beralamat di Jl. Kenanga I/5 Perumnas Palur.  
2) Status hak kepemilikan atas tanah tersebut merupakan hak 
milik, yaitu merupakan hak milik penuh dari Mahbub 
Junaidi suami Nyonya Siti Istiqomah sebagai pemegang 
hak dan hak tersebut berasal dari jual beli, terkuat, terpenuh 
dan jangka waktunya tidak terbatas. 
3) Asal persil tanah tersebut merupakan pemisahan dari Hak 
Milik 2197. Berdasarkan sertifikat tertanggal 3 Maret 1987, 
tanah tersebut didaftarkan sebagai hak milik Mahbub 
Junaidi suami Nyonya Siti Istiqomah pada 2 Maret 1987 
dengan Penunjuk warkah No. 410/ Ba. X/ II. Ph/ 1987. 
Akta Pemisahan dan Pembagian tanggal 30 Desember 1986 
No. 266/ Bn/ 1986 yang dibuat oleh Raden Soegondo 
Notodisoerjo PPAT Kodya Surakarta. Dengan Luas ± 201 
m2 berdasarkan surat ukur No. 4086 tertanggal 18 
September 1983. 
4) Sertifikat Tanah tersebut merupakan hak milik yang berasal 
dari pemisahan Hak Milik 2197. Sertifikat ini merupakan 
sertifikat asli karena sudah ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan No. 1989 pada 
tahun 1997. 
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c. HM.4813 
1) Sertifikat tersebut merupakan sertifikat sebidang tanah 
perumahan  yang terletak di Kelurahan Kadipiro Surakarta 
milik Siti Aisiyah.  
2) Status hak kepemilikan atas tanah tersebut merupakan hak 
milik, yaitu merupakan hak milik penuh dari Siti Aisiyah 
sebagai pemegang hak dan hak tersebut berasal dari jual 
beli, terkuat, terpenuh dan jangka waktunya tidak terbatas. 
3) Asal persil tanah tersebut merupakan pemisahan dari Hak 
Milik 2197. Berdasarkan sertifikat tertanggal 3 Maret 1987, 
tanah tersebut didaftarkan sebagai hak milik Siti Aisiyah, 2 
Maret 1987 dengan Penunjuk warkah No. 411/ Ba. X/ II. 
Ph/ 1987. Akta Pemisahan dan Pembagian tanggal 30 
Desember 1986 No. 266/ Bn/ 1986 yang dibuat oleh Raden 
Soegondo Notodisoerjo PPAT Kodya Surakarta. Dengan 
Luas ± 201 m2 berdasarkan surat ukur No. 4087 tertanggal 
18 September 1983. 
4) Sertifikat Tanah tersebut merupakan hak milik yang berasal 
dari pemisahan Hak Milik 2197. Sertifikat ini merupakan 
sertifikat asli karena sudah ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan No. 1990 pada 
tahun 1997. 
d. HM.4814 
1) Sertifikat tersebut merupakan sertifikat sebidang tanah 
perumahan  yang terletak di Kelurahan Kadipiro Surakarta 
milik Mudzakir suami Nyonya Endang Martaty yang 
beralamat di Jl. Meranti Timur dalam IV/351 banyumanik 
Semarang 
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2) Status hak kepemilikan atas tanah tersebut merupakan hak 
milik, yaitu merupakan hak milik penuh dari Mudzakir 
suami Nyonya Endang Martaty  sebagai pemegang hak dan 
hak tersebut berasal dari jual beli, terkuat, terpenuh dan 
jangka waktunya tidak terbatas. 
3) Asal persil tanah tersebut merupakan pemisahan dari Hak 
Milik 2197. Berdasarkan sertifikat tertanggal 3 Maret 1987, 
tanah tersebut didaftarkan sebagai hak milik Mudzakir 
suami Nyonya Endang Martaty  pada 2 Maret 1987 dengan 
penunjuk warkah No. 412/ Ba. X/ II. Ph/ 1987. Akta 
Pemisahan dan Pembagian tanggal 30 Desember 1986 No. 
266/ Bn/ 1986 yang dibuat oleh Raden Soegondo 
Notodisoerjo PPAT Kodya Surakarta. Dengan luas ± 225 
m2 berdasarkan surat ukur 4088/ 1983 tertanggal 18 
September 1983. 
4) Sertifikat Tanah tersebut merupakan hak milik yang berasal 
dari pemisahan Hak Milik 2197. Sertifikat ini merupakan 
sertifikat asli karena sudah ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan No. 1991 pada 
tahun 1997. 
e. HM.4815 
1) Sertifikat tersebut merupakan sertifikat sebidang tanah 
perumahan  yang terletak di Kelurahan Kadipiro Surakarta 
milik Ngimri suami Pasyektini yang beralamat di Baratan 
Rt.09 Jeron Kec. Nogosari Boyolali.  
2) Status hak kepemilikan atas tanah tersebut merupakan hak 
milik, yaitu merupakan hak milik penuh dari Ngimri suami 
Pasyektini sebagai pemegang hak dan hak tersebut berasal 
dari jual beli, terkuat, terpenuh dan jangka waktunya tidak 
terbatas. 
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3) Asal persil tanah tersebut merupakan pemisahan dari Hak 
Milik 2197. Berdasarkan sertifikat tertanggal 3 Maret 1987, 
tanah tersebut didaftarkan sebagai hak milik Mudzakir 
suami Nyonya Endang Martaty  pada 2 Maret 1987 dengan 
penunjuk warkah No. 413/ Ba. X/ II. Ph/ 1987. Akta 
Pemisahan dan Pembagian tanggal 30 Desember 1986 No. 
266/ Bn/ 1986 yang dibuat oleh Raden Soegondo 
Notodisoerjo PPAT Kodya Surakarta. Dengan Luas ± 203 
m2 berdasarkan surat ukur No. 4089/ 1983 tertanggal 18 
September 1983. 
4) Sertifikat Tanah tersebut merupakan hak milik yang berasal 
dari pemisahan Hak Milik 2197. Sertifikat ini merupakan 
sertifikat asli karena sudah ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan No. 1992 pada 
tahun 1997.  
f. HM.4816 
1) Sertifikat tersebut merupakan sertifikat sebidang tanah 
perumahan  yang terletak di Kelurahan Kadipiro Surakarta 
milik Muslichah binti Atmodarsono yang beralamat di 
Ketalen No.23 Rt 17/02 Surakarta. 
2) Status hak kepemilikan atas tanah tersebut merupakan hak 
milik Muslichah binti Atmodarsono, yaitu merupakan hak 
milik penuh dari sebagai pemegang hak dan hak tersebut 
berasal dari jual beli, terkuat, terpenuh dan jangka 
waktunya tidak terbatas. 
3) Asal persil tanah tersebut merupakan pemisahan dari Hak 
Milik 2197. Berdasarkan sertifikat tertanggal 3 Maret 1987, 
tanah tersebut didaftarkan sebagai hak milik Muslichah 
binti Atmodarsono pada 2 Maret 1987 dengan penunjuk 
warkah No. 414/ Ba. X/ II. Ph/ 1987. Akta Pemisahan dan 
Pembagian tanggal 30 Desember 1986 No. 266/ Bn/ 1986 
 lxii 
yang dibuat oleh Raden Soegondo Notodisoerjo PPAT 
Kodya Surakarta. Dengan Luas ± 272 m2 berdasarkan surat 
ukur No. 4090/ 1983 tertanggal 18 September 1983. 
4) Sertifikat Tanah tersebut merupakan hak milik yang berasal 
dari pemisahan Hak Milik 2197. Sertifikat ini merupakan 
sertifikat asli karena sudah ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan No. 1993 pada 
tahun 1987.  
Setelah terjadi pengalihan hak tersebut, Hak Milik Nomor 4801 
sampai dengan Hak Milik Nomor 4811, telah dipasang batas-batas 
tanah, sedangkan Hak Milik 4812 sampai dengan Hak Milik Nomor 
4816 ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya sehingga ada pihak lain 
(bukan pemilik) mengusahakan/ menggarap tanah tersebut sampai 
kemudian pada tahun 1985 menjadi obyek dari proyek Penerbitan dan 
Peningkatan Pengurusan Hak Atas Tanah (P3HT). Berdasarkan 
wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta Bapak Radiyanto S.H., cacat 
administrasi dari penerbitan sertifikat tanah Letter C yakni HM. 4811, 
HM. 4812, HM. 4813, HM. 4814, HM. 4815 dan HM.4816 terjadi 
ketika petugas tidak melakukan pemetaan hasil pengukuran ke dalam 
peta. Selain karena kelalaian petugas Kantor Pertanahan Surakarta,, 
pada saat itu Kelurahan Kadipiro masih dalam masa transisi, dari yang 
semula menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar dialihkan menjadi wewenang Kantor Pertanahan 
Surakarta. Gambar ukur tanah konversi Letter C ada akan tetapi tidak 
terpetakan (veerwekn).   
Penerbitan sertifikat HM. 4811, HM. 4812, HM. 4813, HM. 4814, 
HM. 4815 dan HM.4816 tidak memenuhi asas aman pendaftaran tanah 
karena ada salah satu prosedur dalam rangkaian kegiatan pendaftaran 
tanah yang tidak terpenuhi yaitu kegiatan pemetaan bidang tanah. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Seksi Survei Pengukuran 
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dan Pemetaan Kantor Pertanahan Surakarta, yaitu Bapak Ir. Handri 
Widyarto, sertifikat ganda adalah kejadian dimana sebidang tanah 
memiliki 2 (dua) sertifikat tanah yang dimiliki oleh 2 (dua) orang yang 
berbeda. Secara prinsip setiap bidang tanah memiliki posisi yang 
tunggal di belahan bumi ini. Tidak ada 2 (dua) bidang tanah yang 
memiliki posisi yang sama. Dengan demikian setiap bidang tanah yang 
telah bersertifikat atau terdaftar di Kantor Pertanahan seharusnya 
mendapat perlindungan terhadap pendaftaran yang sama atas bidang 
tanah tersebut.  
Perlindungan diatas dapat diberikan jika setiap sertifikat atas 
tanah yang terbit diketahui dengan pasti letak atau lokasinya di muka 
bumi. Dengan demikian setiap usaha untuk mensertifikatkan tanah 
yang sama dapat segera diketahui dan dicegah oleh Kantor Pertanahan. 
Namun masih ada tanah bersertifikat yang tidak diketahui lokasinya 
yang disebabkan oleh ketidaktersediaan peta. Jumlah peta yang ada di 
Indonesia hingga saat ini sangat terbatas. Oleh karena itu banyak sekali 
gambar bidang tanah yang tidak diketahui lokasi letaknya. Hal tersebut 
merupakan penyebab utama mengapa tanah yang telah bersertifikat 
kadang tidak dapat dipetakan. Padahal peta adalah informasi yang 
menggambarkan letak seluruh bidang tanah di permukaan bumi. 
Jika sebuah sertifikat yang diterbitkan tidak dipetakan dalam 
sebuah peta akibat tidak adanya sarana pada saat itu, maka bidang 
tanah itu memiliki potensi untuk lahir sertifikat ganda. Dalam hal 
seseorang dengan bukti-bukti tanah yang meyakinkan meminta 
pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan , maka tidak ada tools yang 
kuat untuk mencegah lahirnya sertifikat ganda. Ilustrasinya sebagai 
berikut. 
a. Petugas Kantor Pertanahan akan meneliti data fisik bidang tanah 
yang diminta untuk kedua kalinya tersebut dengan melakukan 
pengukuran bidang tanah. Pada saat pengukuran, petugas akan 
meminta pemohon sertifikat untuk menunjukkan batas-batas 
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bidang tanahnya. Akan lebih baik jika diketahui dan dikonfirmasi 
oleh pemilik tanah yang bersebelahan. Pada poin ini pembuatan 
sertiffikat ganda akan tersandung jika pemegang sertifikat tanah 
menempati tanah tersebut. Sebaliknya jika tanah tersebut tidak 
ditempati atau diterlantarkan maka praktek ini akan lebih mulus 
melaju tanpa terdeteksi. 
b. Langkah kedua adalah petugas melakukan pemetaan hasil 
pengukuran ke dalam peta. Setelah posisi bidang tanah hasil 
ukuran dapat diketahui letaknya, petugas akan mengecek apakah 
pada posisi yang sama telah diterbitkan sertifikat hak atas 
tanahnya. Jika ternyata ada, petugas akan memblokir kegiatan 
penerbitan sertifikat baru yang disinyalir ganda. Sayangnya jika 
bidang tanah bersertifikat terdahulu belum dipetakan, petugas akan 
mengatakan bahwa pada posisi tersebut adalah posisi bebas. Jika 
ini yang terjadi proses ini akan terus berlanjut hingga penelitian 
data yuridis termasuk pengumuman terhadap publik bahwa akan 
diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut. Jika sekali lagi hasil 
penelitian data yuridis menunjukkan bahwa tidak ada masalah dan 
tidak klaim dari masyarakat (termasuk pemegang sertifikat 
terdahulu), maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertifikat 
tanah (lagi) atas bidang tanah yang sama. Terjadilah sertifikat 
ganda atau tumpang tindih atau overlap yang tidak disadari oleh 
pemegang sertifikat pertama, Kantor Pertanahan dan (kadang-
kadang) pemegang sertifikat kedua. 
 
2. Penerbitan Sertifikat HM. 4337, HM. 4403, HM. 4414, HM.4504, 
HM.4538, HM. 4543, HM. 4547 dan HM. 5043 
a. HM. 4337 
1) Sertifikat tersebut merupakan sertifikat sebidang tanah yang 
terletak di Kelurahan Kadipiro Surakarta milik Soepawiro 
yang beralamat di Clolo 37/ VIII Surakarta. 
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2) Asal persil tanah tersebut merupakan pemberian hak berupa 
bekas tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Kp. 
No:14), berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1985 No. 
SK. DA.II/ HM/ 678/ 10/ 1171/ 85. 
3) Berdasarkan sertifikat tertanggal 30 Desember 1985, tanah 
tersebut didaftarkan sebagai hak milik Soepawiro pada 31 
Oktober 1985 dengan penunjuk warkah No. 1709/ Ba. X/ 
II. Ph/ 1985. Dengan Luas ± 175 m2 berdasarkan surat ukur 
No. 3055/ 1985 tertanggal 12 Oktober 1985. 
4) Sertifikat Tanah tersebut merupakan hak milik yang berasal 
dari pemberian hak berupa bekas tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara (Kp. No:14). Sertifikat ini merupakan 
sertifikat asli karena sudah ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan No. 12084  pada 
tahun 1985.  
5) HM. No. 4337 atas nama Soepawiro telah berpindah tangan 
kepada Hadi sumarto alias Sumardi berdasarkan jual beli 
tertanggal 3 Maret 1986, kemudian berpindah tangan 
kepada Miluk Sudarmo suami Nyonya Markomah 
berdasarkan jual beli tertanggal 7 November 1989 dan 
terakhir berpindah tangan kepada Sudarmadjo berdasarkan 
jual beli  tertanggal 27 September 1990. 
b. HM. 4403 
1) Sertifikat tersebut merupakan sertifikat sebidang tanah yang 
terletak di Kelurahan Kadipiro Surakarta milik Timan yang 
beralamat di Clolo 37/ VIII Surakarta. 
2) Asal persil tanah tersebut merupakan pemberian hak berupa 
bekas tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Kp. 
No:12), berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala 
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Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1985 No. 
SK. DA.II/ HM/ 678/ 10/ 1171/ 85. 
3) Berdasarkan sertifikat tertanggal 30 Desember 1985, tanah 
tersebut didaftarkan sebagai hak milik Timan pada 30 
Desember 1985 dengan penunjuk warkah No. 2081/ Ba. X/ 
II. Ph/ 1985. Dengan Luas ± 176 m2 berdasarkan surat ukur 
No. 3371/ 1985 tertanggal 16 September 1985. 
4) Sertifikat Tanah tersebut merupakan hak milik yang berasal 
dari pemberian hak berupa bekas tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara (Kp. No:19). Sertifikat ini merupakan 
sertifikat asli karena sudah ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan No. 12108  pada 
tahun 1985.  
5) HM. No. 4403 atas nama Timan telah berpindah tangan 
kepada Sugiyarto bin Pawiro Sumarto berdasarkan jual beli 
dengan akta tanggal 20 Agustus 1986 No: 119/ 80/ Bn/ 
Snd/ 1986 yang dibuat oleh Samijono Sindoeatmodjo 
PPAT Kotamadya Surakarta.  
c. HM. 4414 (sekarang menjadi HM. 7625 dari hasil penggantian 
sertifikat HM. 4414). 
1) Sertifikat tersebut merupakan sertifikat sebidang tanah yang 
terletak di Kelurahan Kadipiro Surakarta milik Edy 
Harianto suami Nyonya le Pik King  yang beralamat di 
Jagalan Rt. 02/ IX No. 131 Surakarta. 
2) Asal persil tanah tersebut merupakan penggantian sertifikat 
HM. 4414 
3) Berdasarkan sertifikat tertanggal 26 Oktober 1993, tanah 
tersebut didaftarkan sebagai hak milik Edy Harianto pada 
26 Oktober 1993dengan penunjuk buku tanah HM. 7625 
Kelurahan Kadipiro sebagai Pengganti Hak Milik No.4414. 
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Dengan Luas ± 176 m2 berdasarkan surat ukur No. 37111/ 
1993 tertanggal 20 September 1993. 
4) Sertifikat ini merupakan sertifikat asli karena sudah 
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta dengan No. 7532  pada tahun 1993.  
d. HM. 4504 
1) Sertifikat tersebut merupakan sertifikat sebidang tanah yang 
terletak di Kelurahan Kadipiro Surakarta milik Slameto 
yang beralamat di Sumpingan 5/ I Surakarta. 
2) Asal persil tanah tersebut merupakan pemberian hak berupa 
bekas tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Kp. 
No:15), berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1985 No. 
SK. DA.II/ HM/ 678/ 10/ 1171/ 85. 
3) Berdasarkan sertifikat tertanggal 10 Maret 1986, tanah 
tersebut didaftarkan sebagai hak milik Slameto pada 2 
Maret 1987 dengan penunjuk warkah No. 452/ Ba. I/ II. Ph/ 
1986. Dengan Luas ± 175 m2 berdasarkan surat ukur No. 
309/ 1986 tertanggal 3 Maret 1986 
4) Sertifikat Tanah tersebut merupakan hak milik yang berasal 
dari pemberian hak berupa bekas tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara (Kp. No:15). Sertifikat ini merupakan 
sertifikat asli karena sudah ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan No. 2452 pada 
tahun 1986.  
e. HM. 4538 
1) Sertifikat tersebut merupakan sertifikat sebidang tanah yang 
terletak di Kelurahan Kadipiro Surakarta milik Kromo 
Gento yang beralamat di Clolo 37/ VIII Surakarta. 
2) Asal persil tanah tersebut merupakan pemberian hak berupa 
bekas tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Kp. 
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No:13),  berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1985 No. 
SK. DA.II/ HM/ 678/ 10/ 1171/ 85. 
3) Berdasarkan sertifikat tertanggal 3 April 1986, tanah 
tersebut didaftarkan sebagai hak milik Kromo Gento pada 
22 Maret 1986 dengan penunjuk warkah No. 562/ Ba. X/ II. 
Ph/ 1986. Dengan Luas ± 176 m2 berdasarkan surat ukur 
No. 555/ 1986 tertanggal 24 Februari 1986 
4) Sertifikat Tanah tersebut merupakan hak milik yang berasal 
dari pemberian hak berupa bekas tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara (Kp. No:14). Sertifikat ini merupakan 
sertifikat asli karena sudah ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan No. 3641  pada 
tahun 1986.  
f. HM. 4543 
1) Sertifikat tersebut merupakan sertifikat sebidang tanah yang 
terletak di Kelurahan Kadipiro Surakarta milik Putut 
Basudewo yang beralamat di Kadipiro 23/ III Surakarta. 
2) Asal persil tanah tersebut merupakan pemberian hak berupa 
bekas tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Kp. 
No:16), berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1985 No. 
SK. DA.II/ HM/ 678/ 10/ 1171/ 85. 
3) Berdasarkan sertifikat tertanggal 3 April 1986, tanah 
tersebut didaftarkan sebagai hak milik Putut Basudewo 
pada 2 Maret 1987 dengan penunjuk warkah No. 567/ Ba. 
X/ II. Ph/ 1986. Dengan Luas ± 153 m2 berdasarkan surat 
ukur No. 550/ 1986 tertanggal 24 Februari 1983  
4) Sertifikat Tanah tersebut merupakan hak milik yang berasal 
dari pemberian hak berupa bekas tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara (Kp. No:16). Sertifikat ini merupakan 
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sertifikat asli karena sudah ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan No. 3651 pada 
tahun 1986.  
 
 
g. HM. 4547 
1) Sertifikat tersebut merupakan sertifikat sebidang tanah yang 
terletak di Kelurahan Kadipiro Surakarta milik Jasman 
yang beralamat di Clolo 37/ VIII Surakarta. 
2) Asal persil tanah tersebut merupakan pemberian hak berupa 
bekas tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Kp. 
No:12), berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1985 No. 
SK. DA.II/ HM/ 678/ 10/ 1171/ 85. 
3)  Berdasarkan sertifikat tertanggal 3 April 1986, tanah 
tersebut didaftarkan sebagai hak milik Jasman pada 24 
Maret 1986 dengan penunjuk warkah No. 571/ Ba. X/ II. 
Ph/ 1986. Dengan Luas ± 176 m2 berdasarkan surat ukur 
No. 546/ 1986 tertanggal 24 Februari 1986 
4) Sertifikat Tanah tersebut merupakan hak milik yang berasal 
dari pemberian hak berupa bekas tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara (Kp. No:12). Sertifikat ini merupakan 
sertifikat asli karena sudah ditandatangani oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan No. 3649  pada 
tahun 1986.  
5) HM. No. 4547 atas nama Jasman telah berpindah tangan 
kepada Sumarno suami nyonya Sarmini berdasarkan jual 
beli dengan akta tanggal 26 Juni 1987 No: 105/ 60/ Bn/ 
Snd/ 1987 yang dibuat oleh Samijono Sindoeatmodjo 
PPAT Kotamadya Surakarta. 
h. HM. 5043 
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Sertifikat HM. 5043 atas nama Sukiyo dengan luas ± 176 m2. 
Sertifikat tersebut saat ini dinyatakan hilang. 
Pihak pemegang sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan proyek P3HT 
telah menempati tanah di Kelurahan Kadipiro sejak tahun 1985. Mereka 
mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan proyek Penerbitan 
dan Peningkatan Pengurusan Hak atas Tanah (P3HT) bukan mereka yang 
meminta melainkan didaftar dari pihak Kelurahan berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Nomor SK. DAA. II/ HM/ 678/10/1171/1985 tanggal 19 
Agustus 1985.   
Sebagian dari sertifikat produk Proyek Penerbitan dan Peningkatan Hak 
Atas Tanah (P3HT) telah beberapa kali berpindah tangan berdasarkan jual 
beli.  
a. Hak Milik Nomor 4337/ Kelurahan Kadipiro atas nama Soepawiro, 
luas ± 175 m2, saat ini telah berpindah tangan kepada Anton Sutopo 
berdasarkan jual beli. 
b. Hak Milik Nomor 4403/ Kelurahan Kadipiro atas nama Timan, luas ± 
153 m2, saat ini telah berpindah tangan kepada Sugiyarto berdasarkan 
jual beli. 
c. Hak Milik Nomor 4414/ Kelurahan Kadipiro telah terjadi penggantian 
sertifikat menjadi HM. 7625 atas nama Edi Harianto, luas ± 176 m2  
d. Hak Milik Nomor 4504/ Kelurahan Kadipiro atas nama Slameto, luas 
± 175 m2, saat ini telah berpindah tangan kepada Sugiman berdasarkan 
jual beli. 
e. Hak Milik Nomor 4538/ Kelurahan Kadipiro atas nama Kromo Gento, 
luas ± 176 m2, saat ini sudah berpindah tangan kepada Sri Mulyani 
berdasarkan jual beli.  
f. Hak Milik Nomor 4543/ Kelurahan Kadipiro atas nama Putut 
Basudewo, luas ± 176 m2. 
g. Hak Milik Nomor 4547/ Kelurahan Kadipiro atas nama Jasman, luas ± 
176 m2, saat ini telah berpindah tangan kepada Sumarno berdasarkan 
jual beli. 
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h. Hak Milik Nomor 5043/ Kelurahan Kadipiro atas nama Sukiyo, luas ± 
176 m2. 
Batas tanah tidak sama lagi dengan batas semula dikarenakan pihak yang 
menempatii tanah tersebut melaksanakan pembangunan melebihi batas tanah 
yang seharusnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi 
Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kota Surakarta Bapak Radiyanto 
S.H., cacat administrasi dari penerbitan sertifikat produk P3HT yakni HM. 
4337, HM. 4543, HM. 4504, HM. 4403, HM. 4547, 4538, HM. 5043, dan 
HM. 4414 terletak pada: 
a. Saat pengukuran dilakukan oleh petugas, patok-patok yang berfungsi 
sebagai tanda batas tanah konversi telah dicabut terlebih dahulu oleh pihak 
pemegang sertifikat produk P3HT. Di sinilah letak ketidakcermatan 
petugas dalam melakukan kegiatan pengukuran, dengan tidak mengetahui 
bahwa di tanah tersebut telah dilakukan pengukuran dan penetapan batas 
sebelumnya. 
b. Kepentingan pihak kelurahan. Data yuridis berupa surat keterangan pihak 
kelurahan, sebagai alas hak, bahwa di lokasi tersebut belum ada penetapan 
hak milik, padahal seharusnya pihak kelurahan mengetahui bahwa sudah 
ada hak atas tanah tersebut. Pada waktu pelaksanaan pengukuran pun juga 
disaksikan oleh perangkat kelurahan, dimana petugas ukur memberikan 
kesempatan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya untuk 
memenuhi asas contradictoire delimitatie, yaitu seseorang tidak boleh 
memiliki tanah melebihi haknya. Kemudian dilakukan penetapan batas 
bidang tanah yang akan didaftarkan berdasarkan hasil penunjukkan batas 
oleh pihak-pihak yang hadir dilokasi, termasuk perangkat kelurahan tadi.  
c. Sebelum pengukuran dilakukan di lokasi, seharusnya petugas terlebih 
dahulu meneliti pada peta-peta yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih 
dengan hak orang lain. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan, karena tanah 
hasil konversi Letter C belum dipetakan dalam peta pendaftaran. 
Asas aman dalam pendaftaran tanah mengandung pengertian bahwa 
pendaftaran tanah diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya 
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dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran 
tanah itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada setiap tahap yang dilalui dalam 
rangka penerbitan sertfikat diantaranya yaitu tahap penetapan batas dan 
pemasangan tanda batas bidang tanah dimana para petugas dengan teliti dan 
cermat melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundangan yaitu pasal 20 
ayat (3) PMNA/ Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan 
PP Nomor 24 Tahun 1997.  
Pada tahap pelaksanaan, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan 
memperhatikan data yang telah ada untuk menentukan letak geografis, bentuk 
geometris, luas, situasi bidang tanah untuk lampiran sertifikat, pembuatan peta 
pendaftaran dan terutama untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah 
sebagai unsur pengembalian batas-batas apabila batas tersebut hilang. Pada 
tahap pengumpulan data yuridis kegiatan yang dilakukan adalah mengetahui 
status tanah, sedangkan pada tahap pemeriksaan tanah mengecek kebenaran 
mengenai kesesuaian antara data fisik dan data yuridis dengan keadaan yang 
sebenarnya, pada tahap ini menentukan dasar dalam pemberian hak milik. 
Penerbitan HM. 4811, HM. 4812, HM. 4813, HM. 4814, HM. 4815, 
dan HM. 4816 belum memenuhi asas aman pendaftaran tanah karena tidak 
memenuhi salah satu tahapan dalam prosedur pendaftaran tanah yakni belum 
dilakukan pemetaan atas tanah yang sudah bersertifikat. Sehingga 
memungkinkan terjadinya tumpang tindih sertifikat yang berakibat pada 
timbulnya sengketa pertanahan.  
Penerbitan Sertifikat HM. 4337, HM. 4403, HM. 4414, HM.4504, 
HM.4538, HM. 4543, HM. 4547 dan HM. 5043 juga belum memenuhi asas 
aman pendaftaran tanah karena faktor ketidakcermatan petugas pada waktu 
pelaksanaan pengukuran bidang tanah, serta kesalahan inventarisasi data yang 
dilakukan oleh pihak kelurahan. 
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C. Implikasi Yuridis Sistem Publikasi Negatif Dengan Unsur Positif 
Terhadap Kepastian Hukum Sertifikat HM. 4811 dan HM. 4538, 
HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4814 dan HM. 4414 serta HM. 
5043, HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 
4816 dan HM. 4543 serta HM. 4504 di Kelurahan Kadipiro 
Surakarta 
 
Undang-undang tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai 
sertifikat hak atas tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997, sertifikat adalah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak 
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak 
tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang 
bersangkutan. Kalau dilihat Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, maka 
sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
bukti yang kuat. Artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya 
data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima 
sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data 
yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat  harus sesuai dengan data 
yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan 
karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Dengan 
demikian sertifikat sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian 
yang sempurna bagi pemiliknya, dimana hakim harus terikat dengan data 
yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan 
sebaliknya oleh pihak lain. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, disebutkan bahwa sertifikat 
merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, 
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada 
dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 
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Sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, tidak sebagai alat bukti 
mutlak, berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh hukum 
pertanahan Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 
maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni sistem 
publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena akan 
menghasilkan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat. Jadi tidak sistem publikasi positif, karena 
menurut sistem publikasi positif adalah apa yang tercantum dalam buku 
pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan 
merupakan alat pembuktian yang mutlak. Pihak ketiga (yang beriktikad 
baik) yang bertindak atas dasar bukti-bukti tersebut tidak mendapat 
perlindungan, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan 
yang tercantum di dalamnya tidak benar 
Sistem pendaftaran tanah Indonesia ialah sistem publikasi negatif 
dengan tendensi positif. Pengertian negatif adalah dari keterangan-
keterangan yang ada itu jika ternyata tidak benar masih dapat diubah dan 
dibetulkan, sedangkan pengertian dengan tendensi positif adalah bahwa 
para petugas pendaftaran tanah tidak bersikap pasif, artinya mereka tidak 
menerima begitu saja apa yang diajukan dan dikatakan oleh pihak-pihak 
yang meminta pendaftaran. petugas pelaksana diwajibkan untuk 
mengadakan pembuktian seperlunya (terhadap hak-hak atas tanah yang 
didaftar tersebut) untuk mencegah kekeliruan.Pengertian negatif tidak 
berarti Kantor Pertanahan akan gegabah menerima permohonan 
pendaftaran tanah, tetapi selalu harus melalui suatu pemeriksaan, sehingga 
pendaftaran (tanah) di Indonesia dikatakan sebagai pendaftaran yang 
negatif bertendensi positif. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Hak Tanah 
dan Pendaftaran Tanah yaitu Ibu Siti Nuraini, S.H., MKn, sertifikat 
merupakan surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai 
data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut 
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sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang 
bersangkutan. Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, berarti bahwa 
selama tidak dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang 
tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Data fisik 
maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat  harus sesuai dengan 
data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan 
karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Dengan 
demikian sertifikat sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian 
yang sempurna, dalam arti bahwa hakim harus terikat dengan data yang 
disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya 
oleh pihak lain 
Sistem publikasi negatif dengan unsur positif tersebut memberikan 
potensi untuk terjadinya sengketa antar pemegang hak seperti mengenai 
warisan, penggusuran, ganti rugi, sertifikat ganda (overlapping),dan 
sengketa kepemilikan tanah. Hal ini dikarenakan jaminan kekuatan hukum 
sertfikat hak atas tanah yang diterbitkan adalah mempunyai kekuatan 
hukum yang kuat karena merupakan alat pembuktian yang kuat sepanjang 
tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Terjadinya overlapping antara sertifikat 
yang berasal dari tanah Letter C yakni Sertifikat HM. 4811, HM.4812, 
HM.4813, HM. 4814, HM.4815 dan HM.4816 dengan sertifikat sebagai 
produk Proyek Peningkatan Pengurusan Hak atas Tanah (P3HT)  yakni 
HM. 4337, HM. 4403, HM. 4414, HM.4504, HM.4538, HM. 4543, HM. 
4547 dan HM. 5043 merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem 
publikasi negatif dengan unsur positif dalam pendaftaran tanah di 
Indonesia. 
 Dengan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian (asas aman) oleh 
Kantor Pertanahan Surakarta dalam penerbitan serrtifikat hasil konversi 
Letter C, yakni HM. 4811, HM. 4812, HM. 4813, HM. 4814, HM. 4815, 
HM. 4816 maupun sertifikat produk Proyek Peningkatan Pengurusan Hak 
atas Tanah  yakni HM. 4337, HM. 4403, HM. 4414, HM.4504, HM.4538, 
HM. 4543, dan HM. 4547 dan HM. 5043 menimbulkan implikasi negatif 
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berupa tumpang tindih sertifikat, penerbitan sertifikat yang diakui 
mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat ternyata masih dapat 
dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui 
pelepasan hak atas tanah kepada negara yang dilakukan dihadapan Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta untuk dimohonkan kembali kepada pihak 
ketiga (pembeli), sertifikat hasil konversi tanah Letter C maupun sertifikat 
produk P3HT ditarik, dimatikan dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai 
tanda bukti hak yang sah. 
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Keterangan batas tanah : 
_____________ Batas tanah asal dari permohonan konversi letter C 
_____________ Batas tanah asal dari permohonan tanah negara  
 
Gambar 3. Peta Overlapping Tanah di Kelurahan Kadipiro 
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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Simpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III, maka dapat 
penulis tarik beberapa simpulan, antara lain: 
1. Penerbitan sertifikat HM. 4811dan HM. 4537, HM. 4812 dan HM. 
4547, HM. 4813 dan HM. 4414 serta HM. 5043, HM. 4814 dan HM. 
4337, HM. 4815 dan HM. 4403, HM. 4816 dan HM. 4543 serta HM. 
4504 di Kelurahan Kadipiro Surakarta belum memenuhi asas aman 
pendaftaran tanah. Dalam penyelenggaraannya belum dilakukan secara 
cermat dan teliti baik dalam proses pengukuran bidang tanah maupun 
tidak dipetakannya tanah yang sudah bersertifikat. Cacat administrasi 
seperti inilah yang menimbulkan dampak berupa terbitnya dobel 
sertifikat atau overlapping.  
2. Terjadinya sertifikat ganda merupakan konsekuensi logis dari sistem 
publikasi negatif dengan unsur positif yang diterapkan di Indonesia. 
Sistem publikasi negatif dengan unsur positif dalam pendaftaran tanah 
di Indonesia tidak memberikan kepastian hukum terhadap Sertifikat 
HM. 4811 dan HM. 4537, HM. 4812 dan HM. 4547, HM. 4813 dan 
HM. 4414 serta HM. 5043, HM. 4814 dan HM. 4337, HM. 4815 dan 
HM. 4403, HM. 4816 dan HM. 4543 serta HM. 4504 di Kelurahan 
Kadipiro Surakarta. Penerbitan sertifikat yang diakui mempunyai 
kekuatan pembuktian yang kuat ternyata masih dapat dibatalkan atau 
tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sistem publikasi negatif 
dengan unsur positif tidak bisa mewujudkan tujuan utama dari 
pendaftaran tanah, yakni menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia 
dengan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan diberlakukannya sistem 
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tersebut, banyak lahan tersandung permasalahan pendaftaran dan bisa  
diambilalih oleh pihak yang secara hukum dinyatakan lebih 
mempunyai hak. 
 
2. Saran 
Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas. Penulis memberikan 
saran-saran sebagai berikut: 
1. Upaya yang harus dilakukan selaku pemegang sertifikat tanah agar 
tidak timbul sertifikat ganda.  
a. Berupaya menggunakan tanah yang dimiliki. Jika tidak untuk 
ditinggali, maka pastikan digunakan untuk kebutuhan lain atau 
sekurang-kurangnya dilindungi dalam bentuk pagar keliling. 
b. Bagi para pemegang sertifikat tanah yang penerbitannya sebelum 
1997 agar melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan setempat 
untuk memastikan bahwa bidang tanah yang tertera di sertifikat 
telah dimasukkan ke dalam peta pendaftaran. Jika ternyata bidang 
tanah tersebut belum masuk ke dalam peta, mintalah petugas ukur 
dari Kantor Pertanahan untuk datang ke lokasi bidang tanah 
dimaksud untuk melakukan pemetaan.  
2. Upaya yang harus dilakukan oleh aparat Kantor Pertanahan Surakarta. 
a. Petugas pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Surakarta harus 
selalu melaksanakan kegiatan pendaftaran secara cermat dan teliti, 
sehingga dapat diperoleh keterangan-keterangan yang menjadi 
dasar alas hak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  
b. Melaksanakan setiap prosedur dalam kegiatan pendaftaran tanah, 
termasuk melakukan kegiatan pemetaan atas setiap bidang tanah 
yang didaftarkan.  
c. Updating peta diikuti dengan updating data tanah yang 
bersertifikat. Menggabungkan seluruh bidang tanah bersertifikat 
yang telah dipetakan sebelumnya ke dalam peta edisi terakhir, 
dengan demikian pada peta dengan edisi yang lebih baru terdapat 
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data tentang tanah yang telah bersertifikat sebelumnya. Hal ini 
dapat mengurangi potensi terbitnya sertipikat ganda. Ke depan, 
masyarakat yang mendaftar tanahnya akan terlindungi dari potensi 
sertifikat ganda. 
3. Peralihan sistem pendaftaran tanah Indonesia, dari sistem publikasi 
negatif dengan unsur positif ke sistem publikasi positif, yang berakibat 
hukum pada sertifikat hak atas tanah merupakan satu-satunya tanda 
bukti hak (mutlak) bagi pemegang hak yang bersangkutan, sehingga 
suatu kepastian hukum dalam pemegangan hak atas tanah dapat 
terwujud. 
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